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  ABSTRAK 

 

Kesiapan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga 

(Akhwal Syakhsiyyah) Dalam Menyahuti Profesionalisme  

Praktisi Peradilan Agama 

 

Perkembangan hukum di masyarakat terutama hukum 

keluarga berjalan pesat sehingga memerlukan kajian yang 

signifikan dari ahli di bidangnya. Kwalitas alumni Prodi 

Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) sebagai tenaga ahli di 

bidangnya akan turut mempengaruhi perkembangan hukum 

tersebut. Alumni yang memiliki kwalitas yang baik diharapkan 

akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

pemenuhan tenaga ahli hukum yang sesuai kompetensinya. 

Kwalitas alumni tentu saja di dasari oleh kesiapan dia 

mengahadapi kondisi masyarakat disekitarnya. Sementara 

kesiapannya untuk terjun ke masyarakat tentu saja dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah kualitas 

dirinya pada saat menggali ilmu atau pada saat dia masih 

berstatus mahasiswa.  

Demikian juga dengan mahasiswa pada Prodi Hukum 

Keluarga (Akhwal Syahsiyyah), mereka berharap dapat 

menjadi tenaga ahli di bidang hukum keluarga, sebagaimana 

tujuan dari prodi ini yakni membentuk sarjana yang ahli di 

bidang hukum keperdataan Islam serta profesional dalam 

mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat. Tenaga ahli 

dimaksud antara lain menjadi sumber daya manusia yang 

kemudian mengabdikan dirinya sebagai praktisi pengadilan 

khususnya pengadilan yang berada dibawah lingkungan 

Peradilan Agama terutama hakim dan panitera. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan 

terperinci, terhadap objek penelitian yang diinginkan dalam 

mempelajarinya sebagai data penguat atau pendukung dalam 

suatu kasus. Sedangkan penelitian lapangan dalam pengertian 

ini adalah keikutsertaan secara langsung ke lokasi penelitian 

yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang dalam hal ini 

adalah mahasiswa akhir pada Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam. 

Dari 8 (delapan) pertanyaan di atas yang telah disodorkan 

ke beberapa responden, 6 (enam) pertanyaan diantaranya sudah 

mencapai angka yang memuaskan, dalam artian untuk kesiapan 

seorang mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang 

prfesionalisme sebagai seorang praktisi pengadilan di 

lingkungan peradilan agama sudah sangat ideal. Enam 

pertanyaan tersebut tentang penguasaan bahasa arab, bisa 

menerjemahkan pembahasan dalam kitab kuning, dapat 

memahami pembahasan dalam kitab kuning, penguasaan 

materi-materi yang terkandung dalam pembahasan fikih 

mawaris, dapat menyelesaikan kasus-kasus waris, dan yang 

terakhir  penguasaan materi-materi yang terkandung dalam 

hukum perdata Islam di Indonesia. 

 

 

 

Kata Kunci: Kesiapan, Menyahuti 
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KATA PENGANTAR 
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  سيدنامحمد و على اله وصحبه اجمعين
Rasa puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat 
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Profesionalisme  Praktisi Peradilan Agama”. 
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dari peradaban Nabi-nabi sebelumnya. 
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mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril 

maupun material. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada yang 
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1. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH selaku Ketua Jurusan 
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3. Semua pihak yang membantu dan berpartisipasi baik 
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dan ganjaran yang berlipat ganda dari kebaikan mereka semua. 
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SAMBUTAN 
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Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

limpahan karuniaNya kepada kita, kami menyambut gembira 

dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian 

saudara:Drs. Hamdan Mahmud, M.A.g, dan kawan-kawan 

yang berjudul: ”Kesiapan Mahasiswa Prodi Hukum 

Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah) Dalam Menyahuti 

Profesionalisme  Praktisi Peradilan Agama”. 

Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana 

yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 

2013 

Sesuai dengan fungsinya Pusat Penelitian IAIN Antasari 

Banjarmasin terus berupaya melakukan pengkajian dan 

pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-

masalah sosial, budaya dan keberagaman masyarakat guna 

menentukan konsep-konsep dan teori-teori aplikasi untuk 

pengembangan masyarakat dan keberagaman seiring dengan 

perubahan sosial yang begitu cepat.  

Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari Banjarmasin 
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dengan visinya menjadikan Perguruan Tinggi Islam terdepan 

dalam aspek informasi ilmiah keislaman kawasan Kalimantan. 

Kami berharap agar kiranya temuan-temuan dan 

rekomendasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai 

pihak yang relevan agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara 

efektif. Semoga dapat bermanfaat bukan hanya bagi 

masyarakat Kalimantan Selatan, tapi juga bangasa Indonesia. 

 

Banjarmasin, Nopember 2013 

Dekan Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam 

 

 

 

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fakultas Syariah  dan Ekonomi Islam sebagai lembaga 

pendidikan tinggi yang bergerak di bidang hukum Islam dan 

ekonomi Islam  ikut bertanggung jawab terhadap kajian di 

kedua bidang  tersebut, agar senantiasa dapat menyesuaikan 

dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ekonomi di 

masyarakat. Ada beberapa prodi yang dikembangkan di 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang salah satunya adalah 

Prodi Hukum Keluarga/Akhwal Syahsyiyah. Untuk 

mendukung hal tersebut di atas, maka diprogramkan sejumlah 

mata kuliah dan kegiatan yang berorientasi pada kompetensi 

Prodi. 

Sejak diselenggarakan Prodi Hukum Keluarga/Akhwal 

Syahsyiyah telah membekali para mahasiswa dengan ilmu dan 

ketrampilan sehingga mampu menciptakan mahasiswa yang 

menguasai dan mengembangkan hukum Islam dan hukum 

positif khususnya hukum keluarga baik hukum materiil 

maupun hukum formil. Di samping itu pula, Prodi Ahwal Al-
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Syakhsiyyah dirancang untuk menciptakan mahasiswa yang 

profesional dan mampu mengaplikasikan pengetahuan di 

bidangnya dalam berbagai profesi. 

Sebagai lembaga pendidikan memerlukan arahan 

aktivitas untuk mencapai tujuannya. Program Studi Hukum 

Keluarga (Akhwal Syahsyiyah) sebagai program studi tertua di 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pada awal dibentuk, 

Prodi ini bernama ”Prodi Qadha” yang dibuka tahun 1968. 

Pada pada tahun 1988, Prodi Qadha mengalami perubahan 

nama menjadi Prodi Peradilan Agama. Selanjutnya tahun 1995 

dengan keluarnya SK. Menteri Agama No.27 Tahun 1995 

Tentang Kurikulum Nasional Program Studi S1. IAIN 

Antasari, Prodi Peradilan Agama ini (secara inklusif) berubah 

nama menjadi Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyahberdasarkan 

Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari No. 43 Tahun 1999. 

Kemudian di tahun 2003 diusulkan untuk mendapatkan 

persetujuan dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam 

Departemen Agama RI. Usul tersebut telah ditanggapi dengan 

sangat positif sehingga Dirjen kelembagaan Agama Islam 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Dj.II/26 Tahun 2003 

tentang penyelenggaraan program studi jenjang starata satu di 

IAIN Antasari Banjarmasin, yang di dalamnya termasuk 

eksistensi Prodi AhwalAl-Syakhsiyyah ini dengan nama 

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Program Sarjana (S1) 

1 
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Fakultas Syariah. Terakhir berdasarkan PMA no 20 tahun 2013 

seiring dengan perubahan nama Fakultas Syariah menjadi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan nama Program 

studi Ahwal Al-Syakhsiyyah berubah menjadi Hukum 

Keluarga (Akhwal Syahsyiyah). 

Dengan demikian selama 46 tahun, sejak berdiri hingga 

tahun 2013 ini, Program studi Hukum Keluarga (Akhwal 

Syahsyiyah) telah berhasil mengembangkan diri sekaligus 

mengembangkan ruang lingkup kajian keilmuannya. Telah 

banyak hal yang dilakukan untuk peningkatan kualitas lembaga 

baik secara fisik dan non fisik. 

Dari segi fisik, program studi khususnya dan Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam pada umumnya telah memiliki 

gedung yang representatif untuk penyelenggaraan proses 

pembelajaran, meskipun beberapa sarana penunjang perlu lebih 

ditingkatkan. Dari sisi non fisik, peningkatan dalam sumber 

daya tenaga dosen juga dilakukan seiring dengan keberhasilan 

dosen menyelesaikan pendidikan program Magister dan Doktor 

di beberapa Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar 

Kalimantan, yang kemudian dimanfaatkan oleh program studi 

untuk meningkatkan kualitas pendididkan. 

Dengan Visi:”Unggul Dalam Pengembangan Hukum 

Keluarga Islam di Indonesia”. Program StudiHukum 

Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  mencanangkan misi untuk: 
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a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam 

bidang Hukum Keluarga Islam yang berwawasan ke 

Indonesiaan. 

b. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian hukum 

keluarga Islam secara multidisipliner yang bermanfaat bagi 

kepentingan akademik dan masyarakat. 

c. Meningkatkan peranserta dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui penerapan Hukum Keluarga Islam bagi 

terwujudnya masyarakat madani. 

d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan pelaksanaan tri dharma perguruan di bidang 

Hukum Keluarga Islam. 

Berdasarkan visi dan misi itu kemudian Program Studi 

Hukum Keluarga (Akhwal  Syahsiyyah)  menentukan tujuan 

yakni:”membentuk sarjana yang ahli di bidang hukum 

keperdataan Islam serta profesional dalam 

mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat”. 

Selama 46 tahun sudah Prodi Hukum Keluarga 

(Akhwal Syahsiyyah) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Antasari telah berkiprah dalam masyarakat 

terutama memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang hukum 

keluarga pada lembaga lembaga peradilan maupun lembaga 

lembaga lain di masyarakat. 
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Perkembangan hukum di masyarakat terutama hukum 

keluarga berjalan pesat sehingga memerlukan kajian yang 

signifikan dari ahli di bidangnya. Kwalitas alumni Prodi 

Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) sebagai tenaga ahli di 

bidangnya akan turut mempengaruhi perkembangan hukum 

tersebut. Alumni yang memiliki kwalitas yang baik diharapkan 

akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

pemenuhan tenaga ahli hukum yang sesuai kompetensinya. 

Kwalitas alumni tentu saja di dasari oleh kesiapan dia 

mengahadapi kondisi masyarakat disekitarnya. Sementara 

kesiapannya untuk terjun ke masyarakat tentu saja dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah kualitas 

dirinya pada saat menggali ilmu atau pada saat dia masih 

berstatus mahasiswa. Karena pada dasarnya mahasiswa sebagai 

insan akademis diharapkan mampu menggali ilmu pengetahuan 

dan pengalaman di bangku kuliah sebagai bekal pengabdiannya 

di masyarakat sebagai tenaga ahli di bidangnya baik di 

lembaga lembaga formal maupun in formal.  

Demikian juga dengan mahasiswa pada Prodi Hukum 

Keluarga (Akhwal Syahsiyyah), mereka berharap dapat 

menjadi tenaga ahli di bidang hukum keluarga, sebagaimana 

tujuan dari prodi ini yakni membentuk sarjana yang ahli di 

bidang hukum keperdataan Islam serta profesional dalam 

mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat. Tenaga ahli 
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dimaksud antara lain menjadi sumber daya manusia yang 

kemudian mengabdikan dirinya sebagai praktisi pengadilan 

khususnya pengadilan yang berada dibawah lingkungan 

Peradilan Agama terutama hakim dan panitera. 

Untuk memenuhi kebutuhan itu oleh pihak Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam dan pengelola prodi Prodi Hukum 

Keluarga (Akhwal Syahsiyyah), membuat beberapa kebijakan 

yang terkait proses belajar mengajar dan kebijakan pendukung 

lainnya. Kebijakan dimaksud antara lain diprogramkan 

sejumlah mata kuliah dan kegiatan yang berorientasi pada 

kompetensi Prodi seperti pertama, praktikum A yang bertujuan 

membentuk mahasiswa yang ahli dalam mengelola 

administrasi KUA (Kantor Urusan Agama) dan pernikahan. 

Kedua,  praktikum B yang bertujuan membentuk mahasiswa 

yang ahli dalam mengelola administrasi PA (Peradilan 

Agama), mampu menyelesaikan masalah perkawinan, 

kewarisan, zakat, wakaf, dan penyelesaian sengketa ekonomi 

syari‟ah. Ketiga, pembentukan Laboratorium Hisab-Rukyat 

yang refresentatif  sehingga menunjang bagi kegiatan 

mahasiswa untuk mengaplikasikan penghitungan waktu sholat, 

arah kiblat dan penentuan awal puasa dan hari raya. Keempat, 

penyuluhan hukum. Kelima, bekerjasama dengan Pengadilan 

Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam rangka 

pengayaan ketrampilan hukum bagi mahasiswa seperti praktek 
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simulasi peradilan. Keenam, bekerjasama dengan Kantor 

Urusan Agama untuk simulasi kepenghuluan. Ketujuh, 

bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama dan Majelis 

Ulama Indonesia Kalimantan Selatan dan Tengah dalam 

kegiatan hisab dan rukyat. Kedelapan, pelatihan-pelatihan 

seperti pelatihan kepengacaraan, ketrampilan hisab dan rukyat, 

ketrampilan penyelesaian masalah waris,  pelatihan 

penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah,dan ketrampilan 

keagamaan lainnya. Kesembilan, dalam rangka pengayaan 

bahasa Arab dan Inggris dilaksanakan pelatihan intensif selama 

1 tahun oleh Pusat Pelayanan Bahasa (PBB) IAIN Antasari. 

Kesepuluh, dalam rangka penguasaan kitab klasik  (penguasaan 

baca teks Arab) dilaksanakan progran memondok ke pesantren,  

kesebelas, seminar-seminar antara lain seminar tentang 

mengenai putusan hakim sebagai salah satu objek penelitian, 

dan lain lain. 

Agar kompetensi Prodi lebih mantap maka sebelum 

sidang munaqasah skripsi, mahasiswa bersangkutan diwajibkan 

mengikuti ujian komprehensif yang meliputi penguasaan 

wawasan di bidang ke-Islaman terdiri dari aqidah, akhlak dan 

ketrampilan ibadah, kesyariahan dan matari-materi keProdi 

meliputi pertama,  Hukum materiel meliputi hukum 

perkawinan (munakahat) dan hukum perkawinan di 

Indonesia,waris, dan wakaf baik yang bersumber dari hukum 
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Islam maupun dari peraturan perundangan yang berlaku di 

Indonesia. Kedua, hukum formil yaitu menyangkut materi 

hukum acara peradilan agama. Ketiga, hisab dan rukyat yaitu 

menggali kemampuan mahasiswa di bidang hisab dan rukyat 

baik secara teoritis maupun praktis. Keempat, membahas kitab 

yaitu menggali  kemampuan mahasiswa membaca dan 

memahami teks-teks fikih klasik berbahasa Arab. 

Kebijakan kebijakan tersebut dimaksudkan dengan 

harapan kedepan akan menghasilkan kwalitas alumni yang 

sesuai kompetensinya sebagai tenaga ahli hukum terutama 

hukum keluarga yang siap terjun ke masyarakat terutama 

sebagai praktisi peradilan yang profesional sesuai 

kompetensinya. 

Selama ini belum ada evaluasi terhadap kualitas dan  

kesiapan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Akhwal 

Syahsiyyah) untuk memenuhi tujuan yang diinginkan sesuai 

kompetensinya. Berdasarkan hal di atas kami tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang bersifat evaluatif terhadap kualitas 

dan kesiapan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Akhwal 

Syahsiyyah) untuk memenuhi tujuan sesuai kompetensinya 

dengan judul:”KESIAPAN MAHASISWA PRODI HUKUM 

KELUARGA (AKHWAL SYAKHSIYYAH) DALAM 

MENYAHUTI PROFESIONALISME PRAKTISI 

PERADILAN AGAMA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan 

mahasiswa (i) tentang kesiapan dan kualitas proses 

pembelajaran di prodi Hukum Keluarga (Akhwal 

Syahsiyyah)dalam menyahuti kebutuhan praktisi hukum yang 

professional.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

peneliti merumuskan permasalahan yang diharapkan dapat 

membuat penelitian ini menjadi lebih terarah adalah untuk 

mengetahui kesiapan mahasiswa prodi Hukum 

Keluarga(Akhwal Syahsiyyah)dalam menyahuti kebutuhan 

praktisi peradilan yang professional. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai: 

1. Bahan evalusi bagi pihak Fakultas Syariah dan 

EkonomimIslam terutama jajaran Prodi Hukum Keluarga 

(Akhwal Syahsiyyah)dalam membuat kebijakan yang 

terkait dengan proses belajar mengajar. 
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2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi 

penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek 

yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas 

akademika. 

3. Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari 

Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

 

E. Hepotesa 

Hepotesa terhadap proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan oleh Program studi Hukum Keluarga (Akhwal 

Syahsiyyah)selama ini sudah dianggap mampu memberikan 

bekal kepada mahasiswanya dalam rangka menyahuti 

kebutuhan profesionalisme praktisi pengadilan di lingkungan 

Peradilan Agama. 

 

F. Difinisi Operasional 

Agar maksud dari penelitian dapat difahami dengan 

baik, maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Profesionalime adalah Dari kata dasar profesi-onalisme ini 

kemudian muncul kata jadian profesional yang artinya 

Engage in special occupation for pay etc. dan 

profesionalisme yang artinya profesional quality, status, 

dll.  Profesional adalah orang yang terampil, handal, dan 

sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. 
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Orang yang tidak mempunyai integritas biasanya tidak 

profesional. Oleh karena itu profesionalisme seorang 

praktisi pengadilan misalnya hakim dapat diartikan sebagai 

hakim yang terampil dan handal dalam memeriksa dan 

menyelesaikan suatu sengketa perkara yang dihadapinya, 

baik secara materil maupun formil. Secara materil berarti 

hakim terampil dalam melaksanakan hukum acara 

sedemikian rupa baik dalam menghadapi orang yang sudah 

faham dan biasa beracara seperti advokat, maupun mereka 

yang buta hukum seperti rakyat jelata. Begitupun dalam 

mencari kebenaran materil, Hakim yang profesional 

terampil dan handal dalam mencari dan menggali fakta di 

persidangan.  

2. Praktisi adalah pelaksana, pelaku, pegiat dalam suatu 

kegiatan atau lembaga. Pada dasarnya Profesi Hukum/ 

Ilmuan Hukum dan Praktisi Hukum mempunyai arti yang 

tidak jauh berbeda dan dapat pula diartikan sama, menurut 

bahasa praktisi adalah pegiat, pekerja, atau pelaku.1Jadi 

profesi hukum/ Ilmuan Hukum dan atau Praktisi Hukum 

adalah mereka yang bekerja, dan melakukan kegiatan 

dibidang hukum sebagai mata pencaharian. Profesi Hokum 

mempunyai keterkaitan dengan bidang hokum yang 

terdapat dalam Negara RI, profesi hukum meliputi : hakim, 

                                                             
1Tim Redaksi Pusat Bahasa Nasional, Tesaurus Pusat Bahasa Nasional 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 392 
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penasihat hukum (Advokat, Pengacara), notaries, jaksa, 

dan polisi 2. Praktisi yang dimaksudkan di sini adalah 

pelaksana hukum atau aparat hukum yang bergelut di 

dunia peradilan terutama Peradilan Agama baik hakim, 

panitera dll. 

3. Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki otonomi 

penuh berdiri sendiri sejajar dan sederajat dengan 

lingkungan peradilan yang lain. Peradilan Agama bertugas 

menyelesaikan sengketa hukum dan pelanggaran hukum 

atau undang-undang bagi orang-orang yang beragama 

Islam mengenai perkara perdata tertentu yang 

penyelesaiannya harus diselesaikan berdasarkan ketentuan-

ketentuan hukum Islam. Sebagai landasan yuridisnya telah 

diundangkan Undang-undang No.7 tahun 1989 yang 

dimuat dalam lembaran negara no.49 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Dalam Undang-undang ini yang 

dimaksud dengan: (1) Peradilan Agama adalah peradilan 

bagi orang-orang yang beragama Islam. Mengenai 

kedudukan Peradilan Agama disebutkan dalam pasal (2) 

yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah merupakan salah 

satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

                                                             
2 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia ( 

Jakarta : Sinar Grafika,2006), 19 
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keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam undang-undang”. 

4. Hukum Keluarga, Hukum Keluarga atau Akhwal 

Syahsiyyah adalah hukum yang telah dilkasanakan di 

dunia Islam, bahkan telah menjadi hukum adat mereka. 

Sehingga kesadaran untuk menerapkan hukum keluarga di 

dunia Islam sangatlah tinggi, bukan saja negara-negara 

Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam, tetapi di negara-negara sekuler di mana 

kaum muslimin menjadi penduduk yang minoritas pun, 

hukum keluarga Islam ini diterapkan dan ditaati oleh 

keluarga-keluarga muslim.3 Adapun yang dimaksud 

dengan Hukum Keluarga atau Akhwal Syahsiyyahdalam 

penelitian adalah merupakan salah satu Program Studi 

yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Antasari yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. 

Salah satu kompetensi alumni dari program studi ini 

adalah praktisi hukum di pengadilan yang ada di bawah 

lingkungan Peradilan Agama. 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Evaluasi Program  

      a. Pengertian Evaluasi Program 

                                                             
3Djazuli, Ilmu Fiqih, ( Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan 

Hukum Islam), (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 169 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

evaluasi berarti penilaian hasil. Istilah evaluasi 

mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing 

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap 

hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah 

evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (ratting), dan penilaian 

(assessment) kata-kata menyatakan usaha untuk 

menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. 

Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam bahwa 

evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan 

informasi yang berguna untuk mempertimbangkan 

alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya 

The joint committee on Standars For Educational 

Evaluation(1994), mendefinisikan bahwa evaluasi 

sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang 

keberhasilan suatu tujuan. Evaluasi adalah proses 

menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah 

ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang 

dievaluasi.4 

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan 

informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

                                                             
4Djali dan Puji Mulyono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan, 

(Jakarta: PT Grasindo, 2008), h.1. 



xxviii 
 

untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) 

dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan 

dampak untuk membantu membuat keputusan, 

membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan 

pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan 

tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan.5 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis dan 

berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, 

mengintepretasikan dan menyajikan informasi untuk 

dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, 

menyusun kebijakan maupun menyusun program 

selanjutnya. 

Evaluasi  sama artinya dengan kegiatan supervisi. 

Kegiatan evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk 

mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari 

apa yang telah dilaksanakan.6Jadi, dapat disimpulkan 

evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi 

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

                                                             
5 http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi 

6 http://yudistiadewisilvia.wordpress.com/2013/04/24/evaluasi-program/ 
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tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang 

tepat dalam mengambil keputusan. 

Dalam bidang pendidikan ditinjau dari sasarannya, 

evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang mikro. 

Evaluasi yang bersifat makro sasarannya adalah program 

pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk 

memperbaiki bidang pendidikan. Evaluasi mikro sering 

digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui 

pencapaian belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini 

bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga 

mencakup semua potensi yang ada pada peserta didik. 

Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program 

pembelajaran di kelas dan yang menjadi 

penanggungjawabnya adalah guru untuk sekolah atau 

dosen untuk perguruan tinggi.7 

Dalam kontek program pembelajaran di perguruan 

tinggi Djemari Mardapi8 mengatakan bahwa 

keberhasilan program pembelajaran selalu selalu dilihat 

dari hasil belajar yang dicapai mahasiswa. Disisi lain 

evaluasi pada program pembelajaran membutuhkan data 

tentang pelaksanaan pembelajaran dan tingkat 

ketercapaian tujuannya. Kondisi yang demikian 

                                                             
7Djemari Mardapi. 2000: 2 
8 Ibid. h. 8 



xxx 
 

tidakhanya terjadi di jenjang pendidikan tinggi, tetapi 

juga di pendidikan dasar dan menengah. Keberhasilan 

program pembelajaran selalu dilihat dari aspek hasil 

belajar, sementara implementasi program pembelajaran 

di kelas atau kualitas proses pembelajaran itu 

berlangsung jarang tersentuh kegiatan penilaian. 

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam 

evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian. (test, 

measurement,and assessment). Tes merupakan salah 

satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan 

seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons 

seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes 

merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, 

yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik 

suatu objek. Objek ini bisa berupa kemampuan peserta 

didik, sikap, minat, maupun motivasi. Respons peserta 

tes terhadap sejumlah pertanyaan menggambarkan 

kemampuan dalam bidang tertentu. Tes merupakan 

bagian tersempit dari evaluasi.9 

Ada dua pengertian untuk istilah “program”, yaitu 

pengertian secara khusus dan umum. Secara umum 

program diartikan sebagai rencana, sedangkan menurut 

makna khusus adalah suatu unit atau kesatuan  kegiatan 

                                                             
9http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi 

http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi
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yang merupakan relisasi atau implementasi dari suatu 

kebijakan, berlangsung dalam program yang 

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi 

yang melibatkan sekelompok orang.10 

Sedang Farida Yunus Tayibnapis mengartikan 

program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan 

seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau 

pengaruh. Program diartikan sebagai serangkaian 

kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan 

pelaksanaannya berlangsung dalam suatu organisasi 

yang melibatkan banyak orang.11 

Evaluasi program menurut Joint Committe on 

Standars for Educational Evaluation (1981:12) Program 

evaluation that asses educational activities which 

probide service on a continuing basis and often involve 

curricular offerings. Program yang yang dibuat tidak 

selamanya efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik, 

maka diperlukan evaluasi yang dapat mengetahui 

kelemahan yang terjadi dan tidak terjadi lagi.  

                                                             
10Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis, 

11Farida Yunus Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen 

Evaluasi untuk Program Pendidikan dan  Penelitian,(Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2008), p. 3. 
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Evaluasi program merupakan suatu proses 

menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan untuk menentukan tujuan yang hendak 

dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk 

membantu membuat keputusan, membantu pertanggung 

jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap 

fenomena.12 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan 

bahwa evaluasi program adalah proses pengumpulan 

data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil 

keputusan dalam menentukan alternative kebijakan. 

b. Tujuan Evaluasi Program 

Menurut Endang Mulyatiningsih evaluasi program 

dilakukan dengan tujuan untuk: 

1) Menunjukkan sumbangan program terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini 

penting untuk mengembangkan program yang sama 

ditempat lain. 

2) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah 

program, apakah program perlu diteruskan, 

diperbaiki atau dihentikan. 

                                                             
12 http://tepenr06.wordpress.com/2012/10/02/model-model-

evaluasi-program/ 
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Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin 

Abdul Jabar (2009:7), terdapat perbedaan yang mencolok 

antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai 

berikut:13 

1) Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui 

gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya 

dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program 

pelaksanan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu 

atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan 

program, setelah data yang terkumpul dibandingkan 

dengan criteria atau standar tertentu. 

2) Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh 

rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban 

dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi 

program pelaksanan ingin mengetahui tingkat 

ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan 

belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanan 

ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa 

sebabnya. 

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa 

evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada 

                                                             
13Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan: Pedoman Teoritis PraktisBagi Praktisi Pendidikan 

(Jakarta:  Bumi Aksara, 2007), pp.1-2. 
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dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk 

mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka 

menentukan  rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang 

pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan 

selanjutnya. 

Dalam kegiatan penelitian  peneliti ingin mengetahui 

gambaran tentang sesuatu kemudian dideskripsikan, 

sedangkan dalam evaluasi program, pelaksana 

(evaluator) ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau 

kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, 

setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau 

standar tertentu. 

Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntun oleh 

rumusan masalah, sedangkan dalam evaluasi program, 

pelaksana (evaluator) ingin mengatahui tingkat 

ketercapaian program, dan apabila tujuan belum tercapai 

pelaksana (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangan 

dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan 

tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. 

Jadi, tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk 

melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data 

yang yang diperlukan untuk pengambilan keputusan 

secara bijaksana. 
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c. Model-Model Evaluasi Program 

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan 

oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi 

program pembelajaran. Menurut Kaufman dan Thomas 

yang dikutib oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi 

Safruddin Abdul Jabar membedakan model evaluasi 

menjadi delapan, yaitu:14 

1) Goal Oriented Evaluation Model dikembangkan oleh 

Tyler. 

2) Goal Free Evaluation Model,dikembangkan oleh 

Scriven. 

3) Formatif Summatif Evaluation Model,dikembangkan 

oleh Michael Scriven. 

4) Countenance Evaluation Model,dikembangkan oleh 

Stake. 

5) Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh 

Stake. 

6) CSE-UCLA Evaluation Model,menekankan pada 

“kapan” evaluasi dilakukan. 

7) CIPP Evaluation Model,dikembangkan oleh 

Stufflebeam. 

                                                             
14Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan: Pedoman Teoritis PraktisBagi Praktisi Pendidikan 

(Jakarta:  Bumi Aksara, 2007), pp.1-2. 
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8) Discrepancy Model,dikembangkan oleh Provus.  

Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan 

tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam penelitian ini 

akan menggunakan CIPP Evaluation Model yang 

dikembangkan oleh Stufflebeam.  

d. CIPP Evaluation Model 

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaan lebih 

banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini 

dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika 

dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh 

Stufflebeam yang dikenal dengan CIPP Evaluation 

Model. CIPP merupakan singkatan dari Context, Input, 

Process and Product. 

Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh 

Stufflebeam & Shinkfield (1985) adalah sebuah 

pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil 

keputusan (a decision oriented evaluation approach 

structured) untuk memberikan bantuan kepada 

administrator atau leader pengambil keputusan.15 

                                                             
15 http://tepenr06.wordpress.com/2012/10/02/model-model-

evaluasi-program/ 
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Konsep evaluasi model CIPP (Context, Input, 

Prosess and Product) pertama kali ditawarkan oleh 

Stufflebeam pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya 

mengevaluasi ESEA (the Elementary and Secondary 

Education Act). Konsep tersebut ditawarkan oleh 

Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting 

evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk 

memperbaiki.16 

Keunikan model CIPP adalah pada setiap tipe 

evaluasi terkait pada perangkat keputusan (decision) 

yang menyangkut perencanaan dan operasional 

program. Keuntungan model CIPP memberikan suatu 

format evaluasi yang komperhensif pada setiap tahapan 

evaluasi yaitu tahap context, input, process dan 

product.17 

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam 

berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, 

perusahaan sebagainya serta dalam berbagai jenjang 

baik itu proyek, program maupun institusi. Dalam 

bidang pendidikan Stufflebeam menggolongkan sistem 

pendidikan atas 4 dimensi, yaitu context, input, process 

dan product, sehingga model evaluasi yang ditawarkan 

                                                             
16 http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi-ilmiah/Evaluasi 
17 http://www.google.com/ 
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diberi nama CIPP model yang merupakan singkatan ke 

empat dimensi tersebut.18 

1) Context 

Orientasi utama dari evaluasi konteks adalah 

mengidentifikasi latar belakang perlunya 

mengadakan perubahan atau munculnya program 

dari beberapa subjek yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan.19 

Konteks disini diartikan yaitu situasi atau latar 

belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan 

dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan 

dalam program yang bersangkutan, seperti : 

kebijakan departemen atau unit kerja yang 

bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit 

kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah 

ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang 

bersangkutan, dan sebagainya. 

Menurut Sarah McCann dalam Arikunto 

evaluasi konteks meliputi penggambaran latar 

belakang program yang dievaluasi, memberikan 

tujuan program dan analisis kebutuhan dari suatu 

sistem, menentukan sasaran program, dan 

                                                             
18http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi 
19http://andripradinata.blogspot.com/2012 

http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi
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menentukan sejauhmana tawaran ini cukup 

responsif terhadap kebutuhan yang sudah 

diidentifikasi.20 

2) Input 

Tahap kedua dari model CIPP adalah 

evaluasi masukan. Tujuan utama evaluasi ini 

adalah untuk mengaitkan tujuan, konteks, input, 

proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga 

untuk menentukan kesesuaian lingkungan dalam 

membantu pencapaian tujuan dan objectif program. 

Disamping itu, evaluasi ini dibuat untuk 

memperbaiki program bukan untuk membuktikan 

suatu kebenaran.21 

Singkatnya, input merupakan model yang 

digunakan untuk menentukan bagaimana cara agar 

penggunaan sumberdaya yang ada bisa mencapai 

tujuan serta secara esensial memberikan informasi 

tentang apakah perlu mencari bantuan dari pihak 

lain atau tidak. Aspek input juga membantu 

                                                             
20Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan 

(Jakarta:  Bumi Aksara, 2007), pp.1-2. 

21http://andripradinata.blogspot.com/2012/10/model-evaluasi-

pembelajaran-model-cipp.html 

http://andripradinata.blogspot.com/2012/10/
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menentukan prosedur dan desain untuk 

mengimplementasikan program. 

Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, 

menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif 

apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk 

mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja 

untuk mencapainya. Menurut Stufflebeam 

pertanyaan yang berkenaan dengan masukan 

mengaral pada "pemecahan masalah" yang 

mendorong diselenggarakannya progran yang 

bersangkutan.22 

3) Process 

Process evaluation ini ialah merupakan 

model CIPP yang diarahkan untuk mengetahui 

seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah 

program terlaksana sesuai dengan rencana atau 

tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk 

mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur 

atau rancangan implementasi selama tahap 

implementasi, menyediakan informasi untuk 

keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip 

prosedur yang telah terjadi.23 

                                                             
22

http://andripradinata.blogspot.com/2012/10/model-evaluasi-

pembelajaran-model-cipp.html 
23 http://edukasi.kompasiana.com/ 

http://andripradinata.blogspot.com/2012/10/
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4) Product 

Tujuan utama evaluasi produk adalah untuk 

mengukur, menginterpretasikan dan memutuskan 

hasil yang telah dicapai oleh program, yaitu apakah 

telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan atau belum (Endang 

Mulyatiningsih, 2011: 132). Komponen  product 

dalam penelitian ini yang akan dilakukan evaluasi 

adalah hasil yang diperoleh selama proses kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, yang meliputi hasil  

afektif,  kognitif dan psikomotorik. 

2. Profesionalisme Praktisi Peradilan  

a. Profesionalime Sebagai Landasan Kualitas Hakim 

Agama 

Profesionalisme adalah : “a vocation oroccupation 

requiring advanced training in some liberal art or 

science and usually involving mental rather than manual 

work, as teacing, engeneering, writing, etc”. Dari kata 

dasar profesi-onalisme ini kemudian muncul kata jadian 

profesional yang artinya Engage in special occupation 

for pay etc. dan profesionalisme yang artinya profesional 
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quality, status, dll24.  Profesional adalah orang yang 

terampil, handal, dan sangat bertanggungjawab dalam 

menjalankan profesinya. Orang yang tidak mempunyai 

integritas biasanya tidak profesional.  

Oleh karena itu profesionalisme seorang hakim 

dapat diartikan sebagai hakim yang terampil dan handal 

dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa 

perkara yang dihadapinya, baik secara materil maupun 

formil. Secara materil berarti hakim terampil dalam 

melaksanakan hukum acara sedemikian rupa baik dalam 

menghadapi orang yang sudah faham dan biasa beracara 

seperti advokat, maupun mereka yang buta hukum seperti 

rakyat jelata. Begitupun dalam mencari kebenaran 

materil, Hakim yang profesional terampil dan handal 

dalam mencari dan menggali fakta di persidangan.  

Selanjutnya Pamuji mengartikan orang yang 

profesional memiliki atau dianggap memiliki keahlian, 

akan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya pelayanan 

publik dengan mempergunakan keahliannya itu sehingga 

menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya, 

                                                             

24
http://www.bkn.go.id/penelitian/buku%20penelitian%202004/sistem%20r

ekruitmen%20berbasis%20kompetensi/sistem%20rekuritmen%20berbasis%

20kompetensi/BAB%202.htm 
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xliii 
 

lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi yang 

kesemuanya mendatangkan kepuasan pada masyarakat.  

Dalam konteks dunia peradilan kepuasan masyarakat 

diwujudkan dalam dua hal ;  

1) kepuasan pada pelayanan peradilan yang cepat, 

sederhana dan biaya ringan.  

2) kepuasan terhadap putusan Hakim. 

Manusia profesional dianggap manusia yang 

berkualitas yang memiliki keahlian serta kemampuan 

mengekspresikan keahliannya itu bagi kepuasan orang 

lain atau masyarakat dengan memperoleh pujian. 

Ekspresi keahlian tersebut tampak dalam perilaku analis 

dan keputusan-keputusannya.  

Demikian hasil kerja profesional selalu memuaskan 

orang lain dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. 

Profesionalisme selalu dikaitkan dengan efisiensi dan 

keberhasilannya, dan menjadi sumber bagi peningkatan 

produksi, pertumbuhan, kemakmuran dan kesejahteraan 

baik dari individu pemilik profesi maupun masyarakat 

lingkungannya. Keputusan Hakim yang profesional 

adalah keputusan yang mampu menyelesaikan suatu 

sengketa yang memuaskan kedua belah pihak, sebab 

terkadang suatu putusan hakim malah menjadi kabur dan 

menambah kebingungan para pihak. Ia dapat 
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menyelesaikan suatu berkas perkara yang diperiksanya 

dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Keputusan 

hakim harus mampu mendatangkan kemaslahatan bagi 

kedua pihak. 

Profesionalisme hakim seperti itu akan terwujud bila 

mana Hakim memiliki ciri-ciri profesionalisme, ada 

empat ciri-ciri yang bisa ditengarai sebagai petunjuk atau 

indikator untuk melihat tingkat profesionalitas seseorang, 

yaitu : 

1) Penguasaan ilmu pengetahuan seseorang dibidang 

tertentu, dan ketekunan mengikuti perkembangan ilmu 

yang dikuasai. 

2) Kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang 

dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan 

sesama. 

3) Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi 

etika keilmuan, serta kemampuannya untuk 

memahami dan menghormati nilai-nilai sosial yang 

berlaku dilingkungannya. 

4) Besarnya rasa tanggungjawab terhadap Tuhan, bangsa 

dan negara, masyarakat, keluarga, serta diri sendiri 

atas segala tindak lanjut dan perilaku dalam 

mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan 

penerapan bidang ilmu yang dimiliki. 
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Profesional atau tidaknya seorang Hakim tidak dapat 

diukur oleh dirinya sendiri, akan tetapi diukur oleh 

masyarakat yang menjadi objek putusannya. Apabila 

putusan yang diberikan secara umum dapat memberi 

kepuasan kepada masyarakat yang, maka tidak usah ragu 

untuk menyatakan bahwa pelayanan telah diberikan 

secara profesional. Sebaliknya, apabila masyarakat pada 

umumnya masih mengeluhkan pelayanan yang diberikan 

berarti perlu dilakukan peningkatkan profesionalitas. 

Oleh karena itu, akan sangat wajar apabila masyarakatlah 

yang paling berhak untuk memberikan penilaian. 

Profesional bukanlah label yang anda berikan kepada diri 

sendiri, ini adalah suatu diskripsi yang anda harapkan 

akan diberikan oleh orang lain kepada anda.Secara 

faktual hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari 

banyaknya perkara yang banding dari putusan-putusan 

yang dikeluarkan. 

Berdasarkan hal diatas, maka Profesionalisme 

seorang Hakim dapat tercermin dalam tiga kompetensi : 

a. Kompetensi Akademik:  

b. Kompetensi Skill;  

c. Kompetensi Etic;  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian 

kompetensi adalah kemampuan, kecakapan. Kompetensi 
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ini bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan perilaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 

Tahun 2000, kompetensi adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Artinya 

kompetensi adalah suatu uraian keterampilan, 

pengetahuan dan sikap yang utama diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang efektif dalam pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi itu pada dasarnya terdiri dari tiga unsur 

utama yaitu pengetahuan (cognitive domain), keahlian 

dan kete-rampilan (psychomotor domain) perilaku dan 

sikap (affectif domain). Ketiga unsur itu secara langsung 

mempengaruhi perilaku (behaviour) pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. 

a. Kompetensi Akademik Hakim Agama  

Seorang Hakim Pengadilan Agama haruslah 

mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya 

mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus 

mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang 

berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan 

hukum itu sendiri dalam arus golbalisasi serperti 

sekarang ini. Pendek kata seorang Hakim Pengadilan 
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Agama haruslah mempunyai wawasan yang luas 

terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan 

secara ekademis untuk mengantisipasi berbagai problem 

hukum dalam melaksanakan tugasnya. 

Saat ini  tidak ada satupun disiplin ilmu pengetahun 

yang tidak mempunyai kaitan dengan hukum. Ilmu 

sejarang, politik, sosoilogi, ekonomi dan sebagainya 

merupakan ilmu pengetahun yang harus di ketahui oleh 

seorang Hakim, karena ilmu pengetahuan itu sangat erat 

kaitannya dengan tugas-tugas praktisi hukum. Arthur 

Hendersen berpendapat, bahwa seorang ahli hukum yang 

tidak menguasai pengetahun tentang ekonomi, sosiologi, 

ahli hukum tersebut sangat cenderung akan menjadi 

musuh masyarat (A lawyer has not studied economics 

dan sociology is very apt to become a public enemy.25 

b.  Kompetensi Skill Hakim Agama  

Seorang hakim juga dituntut memiliki kapasitas dan 

kapabilitas intelektual yang, terutama sekali, dibutuhkan 

dalam lapangan ijtihad26.  Secara umum dipahami bahwa 

ijtihad merupakan usaha pengerahan pikiran secara 

optimal dari orang yang memiliki kompetensi untuk itu 

                                                             
25Abdul Manan, Op.Cit, hal 152 
26

Ijtihad secara etimologis dipahami sebagai pengerahan daya dan 

kemampuan seseorang. Ibn Manzur, Lisan al-Arab, (Bairut: Dar al-Shadir, 

tt.), hal. 133. 
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dalam menemukan suatu kebenaran dari sumbernya 

dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Khususnya 

dalam bidang fikih, ijtihad diartikan sebagai usaha 

pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam 

menyimpulkan hukum fikih dari al-Quran dan Sunnah 

maupun dalam penerapannya27.  Dari definisi tersebut 

terlihat bahwa dalam lapangan fikih terdapat dua bentuk 

ijtihad, yaitu ijtihad untuk menyimpulkan hukum dari 

sumbernya dan ijtihad dalam penerapan hukum. Ijtihad 

dalam bentuk pertama disebut ijtihad istinbathi, 

sedangkan dalam bentuk kedua disebut ijtihad tathbiqi. 

Lapangan ijtihad istinbathi adalah al-Quran dan 

Sunnah yang dijadikan sumber oleh para hakim dan juris 

Islam lainnya dalam membuat rumusan hukum. Pada 

periode awal Islam ijtihad seperti ini diperlukan, 

disamping ijtihad tathbiqi, dan merupakan persyaratan 

bagi seseorang yang akan diangkat menjadi hakim. 

Dalam era modern, bahkan post-modern ini, ijtihad 

istinbathi tidak banyak terkait dengan tugas para hakim. 

Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum telah 

terkodifikasi secara baik dalam kitab-kitab fikih dan 

kompilasi hukum Islam, seperti kitab Kompilasi Hukum 

                                                             
27

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabiyah, 

t.t.), hal. 379. Lihat juga Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, II, (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1999), hal. 266 
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Islam (KHI) di Indonesia. Meski demikian, hal tersebut 

tidak menafikan pentingnya kapasitas dan kapabilitas 

intelektuan seorang hakim. 

Kemampuan intelektual seorang hakim untuk masa 

sekarang lebih banyak tercurah pada ijtihad tathbiqi. 

Lapangan ijtihad ini adalah tempat penerapan hukum, 

yaitu manusia dengan segala ihwalnya yang selalu 

berubah dan berkembang. Seiring dengan perkembangan 

manusia, ijtihad tathbiqi tidak pernah terputus selama 

umat Islam bertekad untuk mengimplementasikan ajaran 

Islam dalam kehidupan nyata. Untuk itu ijtihad tathbiqi 

berkaitan erat dengan tugas para hakim, karena peran 

hakim sebagai penegak hukum tidak cukup hanya dengan 

penguasaan (materi) hukum belaka, tetapi juga 

memerlukan kemampuan untuk menerapkannya secara 

benar dan proporsional. 

 

c.  Kompensi EtikHakim Agama 

Seorang Hakim Pengadilan Agama diwajibkan 

memiliki integritas moral yang solid. Integritas adalah 

keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian 

yang baik. Bagi seorang Hakim Pengadilan Agama 

integritas dapat terpelihara dengan cara berpegang teguh 

kepada Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Sumpah 
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Jabatan sebagai Hakim, Kode Etik Hakim, dan tetap 

berpegang teguh kepada ajaran Islam sepanjang 

hidupnya. 

Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang 

filsafat yang berbicara tentang praxis (tindakan) manusia. 

Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan 

mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. 

Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam 

norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma 

hukum, norma moral, noprma agama dan norma sopan 

santun. Norma hukum berasal dari hukum dan 

perundang-undangan,norma agama berasal dari agama 

sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Norma 

sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari 

sedangkan norma moral berasal dari etika. Etika dan 

etiket. Etika berarti moral sedangkan etiket berarti sopan 

santun28. 

Etika tidak langsung membuat manusia menjadi 

lebih baik, itu ajaran moral, melainkan etika merupakan 

sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan 

dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Etika 
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http://erwadi.polinpdg.ac.id Powered by Joomla! Generated: 28 

November, 2006, 03:44 
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ingin menampilkan ketrampilan intelektual yaitu 

ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan 

kritis. 

Kode etik Kode etik adalah sistem norma, nilai dan 

aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan 

apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan 

tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan 

perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang 

harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. 

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa 

sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. 

Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak 

profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode 

etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu 

dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Jadi 

ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan 

karena paksaan. Dengan demikian tenaga profesional 

merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka 

profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri. 

Kode etik bukan merupakan kode yang kaku karena 

akibat perkembangan zaman maka kode etik mungkin 

menjadi usang atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan 

zaman. Misalnya kode etik tentang euthanasia (mati atas 
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kehendak sendiri), dahulu belum tercantum dalam kode 

etik kedokteran kini sudah dicantumkan. 

Kode etik adalah pernyataan cita-cita dan peraturan 

pelaksanaan pekerjaan (yang membedakannya dari murni 

pribadi) yang merupakan panduan yang dilaksanakan 

oleh anggota kelompok. Kode etik yang hidup dapat 

dikatakan sebagai ciri utama keberadaan sebuah profesi. 

Sifat dan orientasi kode etik hendaknya singkat; 

sederhana, jelas dan konsisten; masuk akal, dapat 

diterima, praktis dan dapat dilaksanakan; komprehensif 

dan lengkap; dan positif dalam formulasinya. Orientasi 

kode etik hendaknya ditujukan kepada rekan, profesi, 

badan, nasabah/pemakai, negara dan masyarakat. Kode 

etik diciptakan untuk manfaat masyarakat dan bersifat di 

atas sifat ketamakan penghasilan, kekuasaan dan status. 

b. Kode Etik Hakim dalam Islam 

Penolakan Imam Abu Hanifah untuk memangku 

jabatan hakim mengindikasikan bahwa jabatan itu 

merupakan tanggung jawab yang besar. Seorang hakim 

harus memiliki nilai-nilai etis yang akan mendukung 

profesinya dan mununjukkan wibawa hukum di mata 

masyarakat, untuk kemudian dipertanggungjawabkan 

kepada Allah, kepada masyarakat dan dirinya sendiri. 
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Sehingga penegakan supremasi dan kepastian hukum 

tidak hanya sebatas angan-angan dan retorika semata. 

Dalam Islam telah digariskan aturan-aturan, prinsip-

prinsip, dan kode etik yang dapat menunjang pelaksanaan 

tugas hakim dalam memproses perkara. Dengan 

demikian, persoalan yang diselesaikannya dapat menjadi 

landasan yuridis bagi para pihak yang berperkara. 

Selanjutnya, eksekusi putusan pengadilan terhadap para 

pihak yang berperkara dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

Skil etic hakim agama setidaknya dapat diwujudkan 

dalam tiga hal, yaitu : 

a. Tingkat Kedisiplinan  

b.Tingkat Prestasi  

c. Tingkat Etos Kerja  

Etos Kerja merupakan perilaku khas suatu komunitas 

atau organisasi, mencangkup motivasi yang 

menggerakkan, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran 

dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku,sikap-sikap, 

aspirasiaspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, 

standar-standar. Sehimpunan perilaku positif yang lahir 
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sebagai buah keyakinan fundamental dan komitmen total 

pada sehimpunan paradigma kerja yang integral.29 

c.  Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia 

1) Peradilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan di 

Indonesia 

Dalam Negara hukum teori yang dianut adalah teori 

kedaulatan hukum. Menurut teori ini, yang memiliki bahkan 

yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu 

adalah hukum itu sendiri. Karena baik penguasa maupun 

rakyat atau warga negaranya, bahkan Negara itu sendiri 

semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan 

perbuatannya harus sesuai dan menurut hukum.  

Kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945, tetapi 

menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai 

bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi 

menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan 

kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap 

ditempatkan pada kekuasaan ang mendiri bebas dari campur 

tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara 

Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). 
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Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di 

Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, 

antara lain sebagaimana disebutkan dibawah ini: 

-   Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa 

perdata dan pidana. 

-  Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum 

keluarga seperti perkawinan,   perceraian, dan lain-

lain. 

-  Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi 

sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha 

Negara. 

-  Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi 

kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 

militer. 

Lingkungan Peradilan diatas tersebut memiliki 

struktur tersendiri yang semuanya bermuara kepada 

Mahkamah Agung (MA). Dibawah Mahkamah Agung 

terdapat Pengadilan Tinggi untuk Peradilan Umum dan 

Peradilan Agama di tingkat ibukota Provinsi. Disini, 

Pengadilan Tinggi melakukan supervisi terhadap 

beberapa Pengadilan Negeri, untuk Peradilan Umum dan 

Peradilan Agama ditingkat Kabupaten/Kotamadya.  

Peradilan agama adalah merupakan salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang 
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memiliki otonomi penuh berdiri sendiri sejajar dan 

sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain. 

Peradilan Agama bertugas menyelesaikan sengketa 

hukum dan pelanggaran hukum atau undang-undang bagi 

orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara 

perdata tertentu yang penyelesaiannya harus diselesaikan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Sebagai 

landasan yuridisnya telah diundangkan Undang-undang 

No.7 tahun 1989 yang dimuat dalam lembaran negara 

no.49 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

(1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang 

yang beragama Islam. Mengenai kedudukan Peradilan 

Agama disebutkan dalam pasal (2) yang berbunyi: 

“Peradilan Agama adalah merupakan salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam undang-undang”. 

Kekuasaan kehakiman di lingkungan badan 

Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 

yang berada di tiap Kotamadia atau Ibukota kabupaten 

dan pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan 

banding yang berada di tiap Ibukota propinsi. Adapun 

tugas pokok dari kedua lembaga ini adalah menerima, 
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memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya. Kedua jenis 

pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung 

sebagai pengadilan negara tertinggi. Hal ini sebagaimana 

bunyi pasal 3 dan 4 Undang-undang No.7 tahun 1989: 

Pasal 3 

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan 

Agama dilaksanakan oleh; 

a. Pengadilan Agama 

b. Pengadilan Tinggi Agama 

2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan 

Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai 

pengadilan negara tertinggi. 

Pasal 4 

1. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadia atau 

di ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah Kotamadia atau Kabupaten. 

2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota 

propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

propinsi. 

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, badan-

badan tersebut oleh negara diberi kekuasaan dan 

wewenang mengadili masing-masing atas bidang-bidang 

tertentu. Atas hal ini, untuk pengadilan di lingkungan 
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Badan Peradilan Agama, ada dua hal yang berhubungan 

dengan pemberian kekuasaan dan wewenangan 

mengadili oleh negara kepadanya, yaitu: 

1. Untuk orang-orang tertentu yang dalam hal ini 

adalah untuk orang-orang yang beragama Islam; dan 

2. Untuk bidang-bidang tertentu. 

Kedua hal itu mengakibatkan pengadilan di 

lingkungan Badan Peradilan Agama merupakan 

pengadilan khusus, karena khusus untuk orang-orang 

atau rakyat Indonesia yang beragama Islam dan bidang-

bidang tertentu yang didasarkan kepada Hukum Islam. 

Kemudian seiring dengan perkembangan konstitusi 

yakni lahirnya Undang Undang Nonor 3 tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama,  terjadi perubahan berupa 

penambahan kewenangan  sebagaimana bunyi pasal 49: 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam 

di  bidang: 

a. Perkawinan; 

b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 
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e. Wakaf 

f. Infak 

g. Sedekah dan 

h. Ekonomi Syariah 

Perluasan kewenangan itu sesuai dengan 

perkembangan Hukum dan kebutuhan Hukum 

masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. 

Karena bagaimanapun harus ada kesinambungan yang 

semetris antara perkembangan masyarakat dengan 

pengaturan hukum agar tidak ada pertentangan antara 

persoalan di masyarakat dengan cara dan wadah 

penyelesaian persoalan dimaksud.30 

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta 

penjelasannya tersebut, dapat dipahami bahwa subyek 

hukum dalam sengketa ekonomi syariah meliputi: 

a. Orang-orang yang beragama Islam; 

b. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun 

menundukkan diri terhadap hukum Islam; 

c. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan hukum Islam. 

                                                             
30David N. Schiff, “Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial”, 

dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan “Sociological 

Approaches to Law”, terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, 

Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1987, 

hlm.287 
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Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta 

penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas 

keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang 

bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak 

milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan 

absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. 

Apabila para pihak yang bersengketa beragama Islam 

maka peradilan agama mempunyai kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut.Ketentuan ini 

mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah.  

2) Sumber Hukum Peradilan Agama  

Dalam menjalakan  tugas dan fungsinya Peradilan 

Agama senantiasa berpegang kepada sumber hukum, 

yakni segala aturan perundang-undangan yang bersifat 

mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat 

dijadikan rujukan/patokan dalam lingkungan peradilan 

dalam memutuskan suatu perkara. Dalam lingkungan 

Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang 

dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, 

memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang 

diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu 

sumber hukum materiil dan sumber hukum formil 

(hukum acara). 
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a) Hukum Materiil Peradilan Agama 

Hukum Materiil Peradilan Agama merupakan 

semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam Islam 

yang kemudian disebut dengan fiqh31. Banyak terjadi 

perbedaan tentang keberadaan sumber hukum materiil 

Peradilan Agama yang tidak tertulis ini, untuk itu sesuai 

Surat Biro di atas ditetapkan 13 kitab fiqh Islam yang 

digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama.  

Meskipun demikian banyak yang berpendapat 

hukum positif adalah hukum yang harus tertulis., 

sehingga hal ini dilegalisasi oleh Ketentuan Pasal 27 Ayat 

(1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim 

mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat.  

Berikut adalah hukum materil yang digunakan 

dalam Peradilan Agama, disajikan secara kronologis 

berdasar tahun pengesahannya: 

a) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-

undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang 

hukum perkawinan, talak dan rujuk. 

                                                             
31

 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006), h. 

147. 
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b) Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tangal 18 

februari 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 

Tahun 1957 tentang Pembentukkan Peradilan Agama 

di luar Jawa dan Madura. 

Dalam surat Biro Peradilan tersebut diatas 

dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan 

hukum materiil dalam memeriksa dan memutus 

perkara, maka para hakim Peradilan 

Agama/Mahkamah Syar‟iyah dianjurkan agar 

menggunakan sebagai rujukkan 13 kitab fiqh, antara 

lain: 

1. Al-Bajuri; 

2. Fatkhul Mu‟in;3. Syarqawi „Alat Tahrir; 

3. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali; 

4. Fatkhul wahbah; 

5. Tuhfah; 

6. Targhib al-Mustaq; 

7. Qawanin Syari‟ah li Sayyid bin Yahya; 

8. Qawanin Syari‟ah li Sayyid Shadaqah; 

9. Syamsuri li Fara‟id; 

10. Bughyat al-Musytarsyidin; 

11. al-Fiqh ala Madzahib al-arba‟ah; 

12. Mughni al-Muhjaj. 
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Sebagai kitab ilmiah, maka hukum yang terkandung 

didalamnya bukan merupakan hukum  tertulis 

sebagaimana perundang-undangan yang dibuat oleh 

eksekutif dan legislatif. Bagi yang berpendapat bahwa 

hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum-

hukum menjadi pedoman Peradilan Agama masih 

dianggap sebagai hukum yang secara riil berlaku 

dalam masyarakat adalah hukum positif32. Hal ini di 

legalisasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 

14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kekuasaan kehakiman bahwa seorang hakim 

mengadili, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. 

c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

UU ini menandai fase baru penerapan hukum Islam di 

Indonesia. Fase ini menurut Dr. H. Aminiur Nuruddin, 

MA adalah pintu gerbang fase taqnin (fase 

pengundangan) hukum Islam. Banyak sekali 

ketentuan-ketentuan fikih Islam tentang perkawinan 

ditransformasikan kedalam UU ini kendati dengan 

modifikasi disana-sini 

                                                             
32 Ibid. h. 149. 
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d) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksaan UU 

No. 1 Tahun 1974 

e) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik. 

f) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo 

UU No. 3 Tahun 2006 

g) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam 

Inpres ini mengamanatkan Menteri Agama untuk 

menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku I tentang 

Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum 

Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan 

sebagai pedoman Hakim Agama memutus suatu 

perkara. 

h) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

i) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

j) UU Perbankan Syariah 

k) dll. 

b)  Hukum Formil Peradilan Agama 

Kata formil berarti “bentuk” atau “cara”, 

maksudnya hukum yang mengutamakan pada 

kebenaran bentuk dan kebenaran cara. Oleh sebab itu 

dalam beracara di muka pengadilan tidaklah cukup 

hanya mengetahui materi hukum saja tetapi lebih dari 
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itu, harus lebih mengetahui dari bentuk dan cara yang 

sudah diatur dalam Undang-Undang. Keterikatan 

bentuk dan cara ini antara para pencari keadilan dan 

penegak hukum haruslah dikuatkan, sehingga dalam 

menjalankan beracara tidak bisa semaunya dan 

seenaknya. Hukum acara juga diartikan dengan aturan 

prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan 

yang impartial-objektive yang harus dipatuhi secara 

ketat dan cermat dalam melasanakan peradilan.33 

Sejak masa Pemerintahan Belanda telah dibentuk 

Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stbl. 

1882 No. 152jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, di 

Kalimantan Selatan dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 

639, kemudian setelah Kemerdekaan RI, pemerintah 

membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura 

dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 

1957. akan tetapi dalam kesemuanya itu tidak tertulis 

peraturan hukum acara yang harus digunakan hakim 

dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dalam 

mengadili para hakim mengambil intisari hukum acara 

yang ada dalam kitab-kitab fiqh meskipun dalam 

                                                             
33 Kusno Goesniadhie, Harmonisasi Hukum (Dalam perspektif perundang 

undangan), (Surabaya, JP. Books,)h. 164. 
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penerapannya berbeda dalam putusan pengadilan satu 

dengan pengadilan agama lainnya. Sehingga sampai 

sekarang sumber hukum acara Peradilan Agama di 

Indonesia sama dengan Peradilan Umum yang berlaku 

pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal hal 

yang telah disebut secara khusus dalam UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama34 

Ketentuan hukum acara Peradilan Agama mulai 

ada sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan 

pelaksanaannya,  baru berlaku sejak diterbitkannya UU 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diatur 

dalam Bab IV mulai pasal 54 sampai dengan pasal 

105. Menurut ketentuan pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 

1989 :“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum 

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur 

secara khusus dalam undang-undang ini”. Ketentuan 

tersebut menunjukan bahwa terdapat Hukum Acara 

Perdata yang secara umum berlaku pada lingkungan 

Peradilan Umum dan Perdilan Agama, dan ada pula 

hukum acara yang hanya berlaku pada Peradilan 

                                                             
34 Basiq Djalil, op. cit., , h. 152-153. 
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Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, berlaku asas 

“Lex Specialis derogot Lex Generalis” yang berarti 

disamping acara yang berlaku pada pengadilan di 

lingkungan Pengadilan Agama berlaku Hukum Acara 

yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku 

Hukum Acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Hukum acara yang khusus diatur dalam UU Nomor 

7 Tahun 1989  yang meliputi cerai talak, cerai gugat 

dan cerai dengan alasan zina. 

Hukum acara perdata sendiri diartikan 

sebagai:”rangkaian peraturan peraturan yang memuat 

cara bagaimana orang harus bertindak dimuka 

pengaadilan dan cara bagaimana pengadilan bertindak 

satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya 

peraturan peraturan hukum perdata”.35 

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di 

lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk 

lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : 

1) Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering 

(B.Rv) 

                                                             
35 Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung; 

Sumur, 1992), h. 12.  
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Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini 

diperuntukkan untuk golongan Eropa yang 

berperkara dimuka Raad van Justitie dan Residentie 

gerecht. Saat ini secara umum B.Rv sudah tidak 

berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai 

formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, 

intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara 

Perdata lainnya. 

2) Inlandsh Reglement (IR) 

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk 

golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada 

di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali 

perubahan dan penambahan Hukum acara ini 

dirubah namanya menjadi Het Herzience Indonesie 

Reglement (HIR) atau disebut juga Reglemen 

Indonesia yang diperBaharui (RIB) yang 

diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 

1941 nomor 44. 

3) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) 

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk 

golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada 

di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka 

Landraad. 
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4) Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (BW) 

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat 

juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku 

ke IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam 

pasal 1865 s/d 1993 

5) Wetboek van Koophandel (WvK) 

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur 

juga penerapan acara dalam praktek peradilan, 

khususnya pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 

273, 274 dan 275. Dan terdapat juga hukum acara 

perdata yang diatur dalam Failissements 

Verodering (aturan kepailitan) yang diatur dalam 

Stb. 1906 nomor 348. 

6) Peraturan Perundang-undangan 

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 

tentang acara perdata dalam hal banding bagi 

pengadilan tinggi di Jawa Madura sedang 

daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 

R.Bg. 

 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasaan Kehakiman. Dalam UU memuat 
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beberapa ketentuan tentang Hukum acara 

perdata dalam praktek peradilan di Indonesia. 

 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Makamah Agung RI jo UU No. 5 

Tahun 2004 yang memuat tentang acara 

perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah 

Agung . 

 Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan umum yang diubah dengan UU No. 

8 Tahun 2004. Dalam UU ini diatur tentang 

susunan dan kekuasaan Peradilan di 

lingkungan Peradilan Umum serta prosedur 

beracara di lingkungan Pradilan Umum 

tersebut. 

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang 

perkawinan tersebut. 

 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo UU 

No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 

pada pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum 

Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah 

sama dengan hukum acara yang berlaku di 
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peradilan umum, kecuali yang diatur khusus 

dalam UU ini. 

 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi 

Pemasyarakatan Kompilasi hukum Islam, yang 

terdiri dari tiga buku yaitu hukum Perkawinan, 

Kewarisan dan Wakaf. 

7) Yurisprudensi, adalah pengumpulan yang 

sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan 

Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh 

hakim lain dalam memberikan keputusan sosial 

yang sama36.Hakim tidak terikat pada putusan 

yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak 

menganut asas „The bidding force of precedent”, 

jadi hakim bebas memilih antara meninggalkan 

yurisprudensi atau menggunakannya. Hakim harus 

berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya 

yurisprudensi itu telah usangdan sudah tidak sesuai 

lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan 

masyarakat, tetapi tidak ada salahnya untuk tetap 

dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai 

                                                             
36 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik 

Peradilan di Indonesia,  (Jakarta, Djambatan, 1998), h. 14. 
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dengan keadaan zaman dan sesaui dengan nilai 

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.37 

8.   Surat Edaran Mahkamah Agung RI yakni Surat 

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(SEMA) sepanjang menyangkut hukum acara 

perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan 

sumber hukum acara dalam praktik peradilan 

terhadap persoalan hukum yang dihadapi 

hakim.Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah 

Agung tidak mengikat hakim sebagaimana 

Undang-undang38.Karena sudat Edaran dan 

Instruksi Mahkamah Agung RI tersebut bukanlah 

hukum 

9.  Dokrin atau Ilmu Pengetahuan merupakan lmu 

pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, 

hakim dapat mengadili dengan berpedoman Hukum 

Acara Perdata yang digali dari dokrin atau ilmu 

pengetahuan ini. Dokrin itu bukan hukum, 

melainkan sumber hukum39.Sebelum berlakunya 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, dokrin atau ilmu pengetahuan 

                                                             
37 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Agama,(Jakarta: Yayasan al Hikmah, 2000), h. 7. 
38

 Ibid 
39Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Peradata di Indonesia, (Yoyakarta: 

Liberty, 1988), h. 8. 
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hukum banyak digunakan oleh hakim Peradilan 

Agama dalam memeriksa atau mengadili suatu 

perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang 

tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Berdasarkan Surat 

Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama 

No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai 

pelaksana PP no. 45 Tahun 1957 tentang 

Pembentukkan Peradilan Agama di luar Jawa dan 

Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan 

kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus 

perkara, maka hakim Peradilan Agama dianjurkan 

agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara 

yang bersumber dalam kitab-kitan fiqh.  

3)  Hakim di Peradilan Agama 

a. Syarat Hakim Peradilan Agama 

Mengenai syarat yang harus dipenuhi agar 

seseorang dapat diangkat untuk menjadi hakim di 

lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana diatur 

dalam UU. No. 7 Tahun 1989 jo UU. No. 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama yaitu: 

1) Warga Negara Indonesia,  

2) Beragama Islam,  

3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  
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4) Setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945,  

5) Sarjana Syariah dan/atau sarjana hukum yang 

menguasai Hukum Islam, 

6) Sehat jasmani dan rohani,  

7) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak 

tercela,  

8) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai 

Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya 

atau bukan seseorang yang terlibat langsung dalam 

Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia,  

9) Pegawai Negeri yang berasal dari calon hakim, dan 

10) Berumur paling rendah 25 tahun. 

b.  Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Agama 

Mengenai tugas dan wewenang hakim telah diatur 

pada undang-undang no. 14 tahun 1970 yaitu: sebagai 

kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 

NKRI tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum 

Republik Indonesia. 

Hakim sebagai penegak hukum juga bertugas dan 

berwewenang untuk menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 



lxxv 
 

masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat-ringannya 

suatu perkara hakim juga wajib bertugas untuk 

memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari 

tertuduh. 

c.Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Peradilan 

Agama  

Menurut pasal 15 ayat (1) UU no. 7 tahun 1989 

yang berwenang mengangkat hakim baik di lingkungan 

Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara 

ialah Presiden selaku Kepala Negara. Pengangkatan oleh 

Presiden dalam kualitas kedudukan selaku Kepala 

Negara atas usulan Menteri Agama dan berdasar 

persetujuan Mahkamah Agung. 

Dari prosedur ini instansi yang berwenang 

mengangkat hakim, terlibat tiga unsur aparat negara. Hal 

ini memperlihatkan betapa terhormatnya kedudukan 

hakim. Sudah selayaknya para hakim menjunjung tinggi 

kehormatan dan kepercayaan tersebut. 

 

H. Metodologi Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Tiap penelitian harus direncanakan jauh hari 

sebelumnya agar penelitian ini menghasilkan output yang 

baik. Untuk itu diperlukan suatu desain penelitian. 
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Desain penelitian merupakan rencana tentang cara 

mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat 

dikatakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan 

penelitian itu. 

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktik 

penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian, yang 

sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam 

dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain 

penelitian harus mengikuti metode penelitian. 

Desain penelitian adalah semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain 

penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisa data 

saja.40 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research),41 penelitian yang dilaksanakan secara intensif 

dan terperinci, terhadap objek penelitian yang diinginkan 

dalam mempelajarinya sebagai data penguat atau 

pendukung dalam suatu kasus. Sedangkan penelitian 

lapangan dalam pengertian ini adalah keikutsertaan 

secara langsung ke lokasi penelitian yang dijadikan 

                                                             
40 M. Nazir, Metode Penelitian, Cet I, (Jakarta: Ghalia, 1998). h 99. 
41 Yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu 

kasus, Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: 

Gajah Mada Press, 1998). h 72. 
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sebagai objek penelitian, yang dalam hal ini adalah 

mahasiswa akhir pada Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam. 

Suatu penelitian yang menggunakan data dan 

informasi, tidak terlepas dari subjek dan objek penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah para mahasiswa akhir pada 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sedangkan objek 

penelitiannya adalah kesiapan mahasiswa prodi hukum 

keluarga (akhwal syahsiyyah) dalam menyahuti 

profesionalisme praktisi pengadilan di lingkungan 

peradilan agama.  

Dalam penelitian ini memakai desain survei, 

yaitusuatu penelitian untuk mengumpulkan informasi 

tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara 

mencari data pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 

mewancarai mahasiswa atau angket yang disebarkan 

kepada mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam. Survei ini dapat digunakan dalam 

penelitian yang bersifat eksploratif, maupun deskriptif.42 

Sebagaimana kegiatan berencana lainnya, penelitian 

juga mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan 

                                                             
42 S. Nasution, Metode Research: Penelitian, IImiah, Cet. II, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1996). h 25. 
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penelitian dapat dibedakan menjadi empat golongan, 

yaitu: 

1. Untuk mengenal atau memperoleh pandangan baru 

tentang suatu gejala yang seringkali untuk dapat 

merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat 

atau untuk dapat merumuskan hipotesis;  

2. Untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri 

individu, situasi, atau kelompok; 

3. Untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau 

hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain; 

Penelitian yang mempunyai tujuan pertama disebut 

penelitian eksploratori (perjajagan) atau penelitian 

formulatif. Tekanan utamanya adalah untuk menemukan 

ide (gagasan) atau pandangan. 

Penelitian yang mempunyai tujuan kedua dan ketiga 

disebut penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, 

bias harus diperkecil, ketepercayaannya harus 

dimaksimalkan. Dengan demikian, prosedur penelitian 

yang digunakan harus mengikuti ketentuan-ketentuan 

yang baku. 

Penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji 

hubungan sebab akibat disebut sebagai penelitian 

penjelasan atau explanatory studies. Untuk dapat menguji 
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hubungan sebab akibat, ekperimen merupakan cara 

penelitian yang paling sesuai.43 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

eksploratoris. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam dan pemikiran-pemikiran 

yang baru. Penelitian ini terutama berguna dalam 

memecah masalah-masalah yang luas dan samar menjadi 

masalah yang lebih jelas dan fokus, biasanya dalam 

bentuk hipotesis-hipotesis. Pada akhir penelitian 

eksploratori diharapkan dapat merumuskan masalah 

penelitian dengan lebih tepat, atau hipotesis penelitian 

untuk diuji dalam penelitian lebih lanjut.44 

Penelitian ini juga digunakan untuk meningkatkan 

pengertian peneliti tentang masalah yang dihadapi dan 

bisa digunakan untuk memperjelas konsep-konsep 

penelitian semacam ini sering disebut penelitian klinis.45 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang sesuatu masyarakat atau suatu 

kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu 

gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. 

                                                             
43 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik 

Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet V, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002). h 33. 
44 Irawan Soehartono, Metode Penelitian, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002). h 34. 
45 Ristiyanti Prasetijo dan J.O.I. Ihalauw, Prilaku Konsumen, 

(Yogyakarta: Andi, 2004). h 245. 
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Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan 

metode survei.46 

Metode deskriptif dipakai untuk memperoleh 

informasi tentang kondisi yang ada. Metode ini tidak 

terbatas pada tujuan pengumpulan data saja. Metode ini 

dapat juga dipakai dalam studi yang memerlukan 

pengujian hipotesis.47 

 

 

2. Pendekatan Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif (Mixed Research).Metode kualitatif 

dipandang sebagai prosedur penelitian yang bisa 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau tulisan dan data dari prilaku ini dapat diamati. 

Sementara penelitian kuantutatif dipandang sebagai 

prosedur untuk menghasilakan data kongkrit dalam 

bentuk angka-angka yang selanjutnya diterjemahkan 

dalam bentuk kategori-kategori. Pendekatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan mahasiswa 

prodi hukum keluarga (akhwal syahsiyyah) dalam 

                                                             
46

 Irawan Soehartono, op. Cit., 35. 
47 Arief Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h 476. 
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menyahuti profesionalisme praktisi pengadilan di 

lingkungan peradilan agama. 

3. Variabel dan Pengukurannya 

a.  Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel penelitian sebenarnya merupakan 

kumpulan konsep mengenai fenomena yang diteliti. Pada 

umumnya, karena rumusan variabel itu masih bersifat 

konseptual, maka maknanya masih sangat abstrak 

walaupun mungkin secara intuitif sudah dapat dipahami 

maksudnya. Dalam pelaksanaan penelitian, batasan atau 

definisi suatu variabel tidak dapat dibiarkan ambiguous, 

yakni memiliki makna ganda, atau tidak menunjukkan 

indikator yang jelas. Hal itu disebabkan data mengenai 

variabel yang bersangkutan akan diambil lewat suatu 

prosedur pengukuran sedangkan pengukuran yang valid 

hanya dapat dilakukan terhadap atribut yang sudah 

didefinisikan secara tegas dan operasional. Variabel yang 

masih berupa konsep teoritis, belum dapat diukur.48 

Variabel yang akan diteliti sehubungan dengan 

variabel independen ini adalah mengenai kesiapan 

mahasiswa prodi hukum keluarga (akhwal syahsiyyah) 

                                                             
48 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005). h 72-73. 
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dalam menyahuti profesionalisme praktisi pengadilan di 

lingkungan peradilan agama. 

b. Jenis Pengukuran 

Skala yang digunakan untuk penelitian sosial antara 

lain Skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial.49 Skala sikap disusun 

untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan 

negatif, setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek 

sosial. Dalam skala sikap, objek sosial tersebut berlaku 

sebagai objek sikap. Skala sikap berisi pernyataan sikap-

sikap (attitude statement), yaitu suatu pernyataan 

mengenai objek sikap.50 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator jawaban tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun butir-butir yang dapat berupa 

pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap butir yang 

menggunakan skala likert berupa kata-kata, misalnya: 

1) Ya 

                                                             
49 Andi Yulianto, LAPORAN KERJA PRAKTEK DI BANK MANDIRI 

CABANG RASUNA SAID JAKARTA  (Mengukur Tingkat Kepuasan 

Nasabah Bank Mandiri dengan Analisis Tingkat Kepentingan dan 

Kinerja/Kepuasan Pelanggan), (Yogyakarta: Fakultas Matematikan dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, 2003). h 36. 
50 Saifuddin Azwar, Metode … , (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar, 2005). 

h 97. 
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2) Ragu-ragu 

3) Tidak 

Dalam hal ini, digunakan skala 3 (tiga) tingkat 

(likert) yang terdiri: ya, ragu-ragu dan tidak untuk 

pertanyaan tentang kesiapan mahasiswa terhadap suatu 

aspek. Ketiga penilaian tersebut di bobot sebagai berikut: 

1) Jawaban YA diberi bobot 1 (satu) 

2) Jawaban RAGU-RAGU diberi bobot 2 (dua) 

3) Jawaban TIDAK diberi bobot 3 (tiga)51 

 

4. Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

Jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu objek yang 

akan diteliti, disebut populasi atau universe. Populasi 

adalah kumpulan unit analisis yang merupakan subyek 

penelitian.52 Menurut Suharsimi populasi adalah 

sekelompok individu yang mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.53Populasi 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Hukum Keluarga 

yang masih aktif yang terdiri dari semester 5 (lima) dan 

                                                             
51 Andi Yulianto, LAPORAN ... , (Yogyakarta: Fakultas Matematikan 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2003), h 36-37. 
52 Reza Aminy, Sampling, Computer Science: University of Indonesia; 

lihat dalam https://telaga.cs.ui.ac.id/ WebKul/MetodologiPenelitian/ 

Sampling.ppt; (dikutip pada hari kamis 01 Oktober 2013, jam 10.11 wib). 
53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

Edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 1998). h 107. 
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semester 7 (tujuh) di Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam yang berjumlah kurang lebih 110 orang 

mahasiswa.alam penelitian ini menggunakan populasi 

finit karena jumlah mahasiswa Hukum Keluarga bisa 

diketahui secara pasti.  

b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan 

diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan 

populasinya. Penelitian pada sampel hanya merupakan 

pendekatan pada populasinya. Ini berarti selalu ada 

risiko kesalahan dalam menarik kesimpulan untuk 

keseluruhan populasi. Oleh karena itu, setiap penelitian 

dengan menggunakan sampel akan selalu berusaha untuk 

memperkecil kesalahan tersebut. Hal ini akan berkaitan 

dengan bagaimana cara mengambil sampel atau teknik 

sampling yang akan digunakan.54 

Menurut Donald Ary, 50 sampai 100 subjek 

penelitian sudah dapat dianggap cukup. Jika peneliti 

akan menggeneralisasikan hasil penelitiannya mereka 

harus berhasil mengambil sampel yang betul-betul 

representatif. Dikatakan selanjutnya oleh Donald Ary 

bahwa variabilitas skor di dalam setiap variabel yang 

                                                             
54 Irawan Soehartono, Metode … , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002). h 57. 
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dikorelasikan akan sangat menentukan besar kecilnya 

koefisin korelasi. Variasi yang kecil pada sekor akan 

menghasilkan koefisin korelasi yang lebih kecil di 

bandingkan dengan variasi sekor yang besar.55 

Menurut Bilson sampel adalah sebagian dari 

populasi yang dianggap mewakili populasi itu. 

Logikanya, karena mewakili populasi, apa pun 

kesimpulan yang diperoleh dari sampel, dianggap telah 

menggambarkan populasi secara keseluruhan.56 Dalam 

penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah 50 

orang mahasiswaHukum Keluarga. 

5.  Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari mahasiswa Hukum Keluarga, dengan 

menggunakan angket (kuesioner). Ada beberapa teknik 

yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data dalam sebuah penelitian, antara lain: studi 

lapangan/observasi dan teknik angket (kuesioner).57 

6.   Instrumentasi  

                                                             
55 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. RINEKA 

CIPTA, ? ). h 327. 
56 Bilson Simamora, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif 

dan Profitabel, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001). h 73. 
57 Muhammad, Metode … , (Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas 

Ekonomi (UPFE UMY), 2005). h 89-90. 
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Instrument adalah proses perbuatan yang meliputi 

kegiatan, rencana, penyusunan, uji coba, pengabsahan 

dan keandalan instrument penelitian agar instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian yang shohih dan reliabel. Sementara 

instrument penelitian adalah segala peralatan yang 

digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan 

menginterpretasikan informasi dari para responden yang 

dilakukan dengan pola pengukuran yang sama.58 

Angket Dari Segi Kesiapan Mahasiswa Prodi 

Hukum Keluarga(Akhwal Syahsiyyah)Dalam Menyahuti 

Profesionalisme Praktisi Pengadilan Di 

LingkunganPeradilan Agama mengacu pada  

Tabel 1.1. 

Kisi-kisi Pembuatan Angket Evaluasi 

EVALUASI Pertanyaan 

Context 

Input 

Proses 

Product 

 

 

 

 

- Penguasaan bahasa arab 

- Dapat membaca kitab kuning  

- Bisa menerjemahkan pembahasan 

dalam kitab kuning 

- Dapat memahami pembahasan 

dalam kitab kuning 

- Penguasaan materi-materi yang 

terkandung dalam pembahasan fikih 

                                                             
58 Muhammad, Metode ... , (Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas 

Ekonomi (UPFE UMY), 2005). h 67. 
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 mawaris 

- Dapat menyelesaikan kasus-kasus 

waris   

- Penguasaan materi-materi yang 

terkandung dalam hukum perdata 

Islam di Indonesia 

- Penguasaan isi kandungan 

Kompilasi Hukum Islam 

7. Validitas dan Reliabilitas 

Ada dua  syarat penting yang berlaku pada sebuah 

angket kuesioner yaitu keharusan sebuah angket 

kuesioner untuk Valid dan Reliabel. Suatu angket 

dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada suatu angket 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh angket tersebut. Suatu angket dinyatakan valid jika 

angket tersebut mampu mengukur apa saja yang hendak 

diukurnya, mampu mengungkapkan apa yang ingin 

diungkapkan.  

Sedangkan angket dikatakan reliabel (andal) jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi jika seseorang 

menjawab “tidak suka” terhadap perilaku korupsi para 

pejabat, maka jika beberapa waktu kemudian ia ditanya 

lagi untuk hal yang sama, maka ia seharusnya tetap 

konsisten pada jawaban semula, yaitu membenci perilaku 
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korupsi. Jika demikian, hal itu dikatakan reliabel, dan 

jika tidak maka dikatakan tidak reliabel.59 

Indeks validitas dan reliabilitas merupakan aspek 

penting dalam instrument penelitian. Validitas 

menunjukan keabsahan instrument mengukur objek yang 

diukur. Sementara reliabilitas menunjukan konsistensi 

intrument dalam memberikan hasil pada waktu dan 

tempat yang berbeda. Untuk menguji indeks validitas dan 

reliabilitas dapat dicari dengan menerapkan alat analisis 

statistik tertentu. 

Bilamana ada berbagai dimensi dari suatu konsep, 

atau pengukuran yang berbeda-beda untuk setiap 

dimensi, maka mungkin ada baiknya bilamana digabung 

ke dalam satu indeks saja. Setiap satu indikator hanya 

mempunyai satu hubungan probabilitas kepada apa yang 

sebenarnya ingin kita ketahui. Indikator itu sendiri 

mungkin tidak mewakili secara baik apa yang sedang 

diukur. Dengan memakai lebih dari satu indikator akan 

memberi stabilitas kepada skor-skor dan meningkatkan 

validitas skor-skor tersebut. 60 

                                                             
59 Andi Yulianto, LAPORAN KERJA PRAKTEK DI BANK MANDIRI 

CABANG RASUNA SAID JAKARTA  (Mengukur … ), (Yogyakarta: 

Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2003). h 37-38. 
60 Muhammad, Metode …, (Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas 

Ekonomi (UPFE UMY), 2005). h 70-72. 
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Syarat yang harus terpenuhi untuk sebuah angket 

atau kuesioner agar mampu memberikan informasi yang 

dapat dipercaya adalah validitas dan reliabilitas. Dalam 

penelitian ini untuk melakukan uji validitas dan 

reliabilitas digunakan bantuan paket program SPSS. 

a. Uji Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 

instrument. Suatu instrument yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dan 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrument menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dan gambaran 

tentang validitas yang dimaksud.61 

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan sesuatu instrurnent pengukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya.62 Dalam penelitian ini 

                                                             
61 Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi ... , (Yogyakarta: Unit 

Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1999). h 144. 
62

 Saifuddin Azwar, Tes Prestasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987). 

h. 173. 
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dilakukan analisis pada taraf signifikansi 5%. Tujuan 

uji analisis butir dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk menyeleksi terhadap butir-butir kuesioner dalam 

rencana instrument terpakai, yaitu butir mana yang 

perlu dipertahankan atau digugurkan.  

Analisis validitas dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment. Item pernyataan atau 

pertanyaan dinyatakan valid jika mempunyai nilai r 

hitung yang lebih besar dari r tabel untuk degree of 

freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 55 

dan besarnya df dapat dihitung 55-2 = 53. Dengan df 

= 53 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,2656 (lihat r 

tabel pada df = 53 dengan uji dua sisi). Hasil 

pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 Tot_X 

X_01 Pearson Correlation ,468
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 55 

X_02 Pearson Correlation ,480
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 55 

X_03 Pearson Correlation ,433
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 
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N 55 

X_04 Pearson Correlation ,512
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 55 

X_05 Pearson Correlation ,442
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 55 

X_06 Pearson Correlation ,370
**

 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 55 

X_07 Pearson Correlation ,473
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 55 

X_08 Pearson Correlation ,292
*
 

Sig. (2-tailed) ,031 

N 55 

Tot_X Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 55 

 

Di bawah ini dapat dilihat pada tabel 3.2., hasil uji 

validitas terhadap item-item pernyataan mengenai 

kesiapan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga pada 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan 

indikator-indikatornya dengan R hitung menggunakan 
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R hitung dapat dilihat pada kolom corrected item-total 

correlation dari out put SPSS di atas.  

 

 

Tabel 1.2. 

Hasil Uji Validitas 

No. Item Koefisien Alpha Status 

01 0,468
**

 Valid 

02 0,480
**

 Valid 

03 0,433
**

 Valid 

04 0,512
**

 Valid 

05 0,442
**

 Valid 

06 0,370
**

 Valid 

07 0,473
**

 Valid 

08 0,292
*
 Valid 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

pengujian validitas masing-masing item mempunyai 

nilai r hitung lebih besar dari 0,3 kecuali item 10 dan 

12. Sehingga item kuesioner valid dan dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. Hasil 

selengkapnya pengujian validitas dapat dilihat di 

lampiran. 

b. Uji Reliabilitas 
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Reliabel adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya.63 Reliabilitas menunjuk 

pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar 

sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun 

diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan. 

Pengertian umum menyatakan bahwa instrumen 

penelitian harus reliabel. Dengan pengertian ini 

sebenarnya kita dapat salah arah (mis leading). Yang 

diusahakan dapat dipercaya adalah datanya, bukan 

semata-mata instrumennya. Ungkapan yang 

mengatakan bahwa instrumen reliabel sebenarnya 

mengandung anti bahwa instrumen tersebut cukup 

baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa 
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 Saifuddin Azwar, Tes ..., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987). H 
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dipercaya. Apabila pengertian ini sudah tertangkap 

maka akan tidak begitu menjumpai kesulitan dalam 

menentukan cara menguji reliabilitas instrumen. 

Suatu instrumen tersebut dinyatakan memiliki 

reliabilitas apabila instrumen tersebut menunjukkan 

keajegan suatu hasil pengukuran, meskipun digunakan 

orang yang sama dalam waktu yang berlainan, 

ataupun orang yang berbicara dalam waktu yang 

bersamaan atau dalam waktu yang berlainan. 

Kekuatan reliabilitas instrument ini bisa dilihat pada 

nilai alpha (α) yang diperoleh dan keseluruhan item. 

Uji reliabilitas dari masing-masing faktor dengan 

menggunakan Uji Alpha-Cronbach. Kuesioner 

dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien 

alpha yang lebih besar dari 0,6. Hasil penelitian 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.3.  

Reliabilitas Kuisioner 

No. Item Koefisien Alpha Status 

01 0,605 Reliabel 

02 0,606 Reliabel 

03 0,618 Reliabel 

04 0,601 Reliabel 

05 0,605 Reliabel 
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06 0,626 Reliabel 

07 0,604 Reliabel 

08 0,633 Reliabel 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuesioner 

penelitian untuk masing-masing item reliable. 

Dengan demikian maka koesioner yang dapat 

digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya adalah 

8 item pertanyaan.  

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

X_01 18,51 4,699 ,291 ,304 ,605 

X_02 18,31 4,625 ,288 ,697 ,606 

X_03 18,31 4,736 ,234 ,727 ,618 

X_04 18,36 4,495 ,309 ,653 ,601 

X_05 18,71 4,877 ,301 ,392 ,605 

X_06 18,76 4,925 ,185 ,429 ,626 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,629 ,609 11 
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X_07 18,73 4,684 ,293 ,490 ,604 

X_08 18,64 5,125 ,127 ,292 ,633 

8. Teknik Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data dari lapangan 

selesai dilakukan maka tahap berikutnya adalah tahap 

analisis.64 Analisa data merupakan proses penyusunan 

data agar dapat ditafsirkan dengan memberi makna 

kepada analisis.65 

Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting 

dan menentukan. Pada tahap inilah data diolah 

sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan 

kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam 

penelitian. Pada tahap inilah imajinasi dan kreativitas 

peneliti betul-betul diuji.66 

Setelah data terkumpul dan hasil pengumpulan data, 

perlu segera digarap oleh staf peneliti, khususnya yang 

bertugas mengolah data. Di dalam buku-buku lain sering 

disebut pengolahan data. Ada yang menyebut data 

preparation, ada pula data analysis.  

                                                             
64 Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1999). h 125. 
65

  S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: 

Tarsito, 2003), h 126. 
66 Soeratno, op. Cit.,  
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Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 

langkah yaitu: 

 

a. Persiapan. 

b. Tabulasi. 

c. Penerapan data sesuai dengan pendekatan 

penelitian.67 

9. Cara Pengambilan Keputusan 

Penelitian evaluasi bertujuan untuk menghasilkan 

data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengambil keputusan: perbaikan, keberlanjutan, 

perluasan dan penghentian program yang telah 

dilaksanakan. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi 

Safruddin Abdul Jabar (2009: 22), menyatakan ada 

empat kemungkinan kebijakan yang dilakukan 

berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program 

keputusan, yaitu: 

a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa 

program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak 

dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. 

b. Merevisi program,  karena ada bagian-bagian yang 

kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan 

tetapi hanya sedikit). 

                                                             
67 Ibid. h 129. 
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c. Melanjutkan program,karena pelaksanaan program 

menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan 

sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang 

bermanfaat. 

d. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di 

tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di 

lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan 

baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat 

dan waktu yang lain. 

Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan 

membandingkan temuan atau fakta yang terdapat pada 

komponen evaluasi dengan standar atau kriteria yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

Keunggulan model CIPP yaitu memberikan suatu 

format evaluasi yang dilakukan secara komprehensif, 

untuk memahami aktivitas-aktivitas program mulai dari 

munculnya ide program sampai pada hasil yang dicapai 

setelah program dilaksanakan. Pertimbangan 

menggunakan model CIPP, karena model tersebut dinilai 

cocok bagi proses pembelajaran. 
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BAB II 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

A.  Eksistensi Hukum Keluarga 

Hukum Keluarga atau Akhwal Syahsiyyah adalah 

hukum yang telah dilkasanakan di dunia Islam, bahkan telah 

menjadi hukum adat mereka. Sehingga kesadaran untuk 

menerapkan hukum keluarga di dunia Islam sangatlah tinggi, 

bukan saja negara-negara Islam atau negara-negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi di negara-

negara sekuler di mana kaum muslimin menjadi penduduk 

yang minoritas pun, hukum keluarga Islam ini diterapkan dan 

ditaati oleh keluarga-keluarga muslim.68 

Hukum Keluarga atau Akhwal Syahsiyyahmerupakan 

salah satu Program Studi yang ada di Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari.  

Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah 

adalah lanjutan dari jurusan Qadha yang dibuka tahun 1968. 

Pada tahun 1988, jurusan Qadha mengalami perubahan nama 

menjadi jurusan Peradilan Agama. Selanjutnya tahun 1995 

dengan keluarnya SK. Menteri Agama No.27 Tahun 1995 

Tentang Kurikulum Nasional Program Studi S1. IAIN 

                                                             
68Djazuli, ILMU FIQIH Penggalian, Perkembangan, dan 

Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 169 
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Antasari, jurusan Peradilan Agama ini (secara inklusif) berubah 

nama menjadi jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah dan pada tahun 

2013 seiring dengan perubahan Fakultas Syariah menjadi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Ahwal al-

Syakhshiyyah berubah menjadi Program Studi Hukum 

Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah. 

Pada tahun 2000 Yang lalu, Program Studi Ahwal Al-

Syakhsiyyah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 017/BAN-PT/Ak-IV/VII/2000 

dengan nilai B. Sejak terakreditasi samapi sekarang, tentunya 

banyak perubahan baik dari kurikulum, sarana prasarana 

sampai dengan  komposisi dosen tetap prodi. Perkembangan 

selanjutnya menunjukkan bahwa Ahwal Al-Syakhsiyyah 

sebagai salah satu jurusan yang cukup diminati pada Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari. Total mahasiswa 

aktif saat ini adalah 271 orang mahasiswa dengan jumlah 

alumni 1464 orang (data sejak tahun 1968 ketika bernama 

jurusan Qadha hingga sekarang tahun 2013 dengan nama Prodi 

Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah 

Dasar yuridis diselenggarakannya Jurusan/Prodi 

Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) ini adalah Surat Keputusan 

Rektor IAIN Antasari No. 43 Tahun 1999. Selanjutnya 

diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur 
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Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 

Usul tersebut telah ditanggapi dengan sangat positif sehingga 

Dirjen kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat 

Keputusan Nomor : Dj.II/26 Tahun 2003 tentang 

penyelenggaraan program studi jenjang starata satu di IAIN 

Antasari Banjarmasin, yang di dalamnya termasuk eksistensi 

Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah ini dengan nama Program 

Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Program Sarjana (S1) 

Fakultas Syariah. Kemudian Berdasarkan PMA No 20 tahun 

2013 Fakultas Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam dan Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah 

terakhir berubah menjadi Prodi Hukum Keluarga/Ahwal 

Syakhsiyyah. 

Sejak diselenggarakan Program Studi Hukum 

Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah ini telah membekali para 

mahasiswa dengan ilmu dan keterampilan sehingga mampu 

menciptakan mahasiswa yang menguasai dan memahami serta 

mampu mengembangkan hukum, baik yang bersumber dari 

hukum  Islam maupun  hukum positif khususnya hukum 

keluarga. Di samping itu pula, Prodi Hukum Keluarga/Ahwal 

Syakhsiyyah dirancang untuk menciptakan mahasiswa yang 

profesional dan mampu mengaplikasikan pengetahuan di 

bidangnya dalam berbagai profesi seperti hakim, panitera, 

pengacara, kepenghuluan, konsultan hukum, ahli hisab-rukyat 
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dan administrator di berbagai lembaga peradilan dan Kantor 

urusan Agama (KUA). 

Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka 

diprogramkan sejumlah mata kuliah dan kegiatan yang 

berorientasi pada kompetensi jurusan seperti: pertama, 

praktikum A yang bertujuan membentuk mahasiswa yang ahli 

dalam mengelola administrasi KUA (Kantor Urusan Agama) 

serta menguasai prosedur dan tatacara  pernikahan serta 

memahami tugas dan tanggung jawab KUA lainnya. Kedua,  

praktikum B yang bertujuan membentuk mahasiswa yang 

mampu memahami dan ahli dalam hal tugas dan tanggung 

jawab lembaga pengadilan terutama pengadilan yang ada di 

lingkungan peradilan agama. Penguasaan tersebut mulai dari 

mengelola administrasi PA (Peradilan Agama) baik 

administrasi umum terlebih lagi mengenai administrasi perkara 

sampai dengan penguasaan penyelesaian sengketa perdata 

ummat Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. 

Ketiga, pembentukan Laboratorium Hisab-Rukyat yang 

refresentatif  sehingga menunjang bagi kegiatan mahasiswa 

untuk mengaplikasikan penghitungan waktu sholat, arah kiblat 

dan penentuan awal bulan terutama awal Ramadhan dan 

Syawal untuk kepentingan  puasa dan hari raya. Keempat, 

penyuluhan hukum. Kelima, bekerjasama dengan Pengadilan 

Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam rangka 
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pengayaan keterampilan hukum bagi mahasiswa seperti praktik 

simulasi peradilan. Keenam, bekerjasama dengan Kantor 

Urusan Agama untuk simulasi kepenghuluan. Ketujuh, 

bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama dan Majelis 

Ulama Indonesia Kalimantan Selatan dan Tengah dalam 

kegiatan hisab dan rukyat. Kedelapan, pelatihan-pelatihan 

seperti pelatihan kepengacaraan, keterampilan hisab dan 

rukyat, keterampilan penyelesaian masalah waris,  pelatihan 

penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah,dan keterampilan 

keagamaan lainnya. Kesembilan, dalam rangka pengayaan 

bahasa Arab dan Inggris dilaksanakan pelatihan intensif selama 

1 tahun oleh Pusat Pelayanan Bahasa (PBB) IAIN Antasari. 

Kesepuluh, dalam rangka penguasaan kitab klasik  (penguasaan 

baca teks Arab) dilaksanakan progran  amsilati (metode 

pengajaran cepat untuk membaca dan memahami kitab 

kuning/klasik) dan program magang pesantren (mahasiswa 

nyantri di beberapa pondok pesantren),  kesebelas, seminar-

seminar antara jurusan yang mengambil tema disesuaikan 

dengan masalah yang berkembang terkait dengan Hukum 

Keluarga.  

Agar kompetensi jurusan lebih mantap maka sebelum 

sidang munaqasah skripsi, mahasiswa bersangkutan diwajibkan 

mengikuti ujian komprehensif yang meliputi penguasaan 

wawasan di bidang keislaman terdiri dari aqidah, akhlak dan 



civ 
 

keterampilan ibadah, kesyariahan dan matari-materi kejurusan 

meliputi pertama,  hukum materiel meliputi hukum perkawinan 

(munakahat) dan hukum perkawinan di Indonesia, waris, dan 

wakaf baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dari 

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, 

hukum formil yaitu menyangkut materi hukum acara peradilan 

agama. Ketiga, hisab dan rukyat yaitu menggali kemampuan 

mahasiswa di bidang hisab dan rukyat baik secara teoritis 

maupun praktis. Keempat, membahas kitab yaitu menggali  

kemampuan mahasiswa membaca dan memahami teks-teks 

fikih klasik berbahasa Arab. 

 Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga/Ahwal 

Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut 

AgamaIslam Negeri  (IAIN) Antasari Banjarmasin, berasal dari 

berbagai macam latar belakang pendidikan MAN, MAS, 

Pesantren dan ada juga dari SMU, baik yang berdomisili di 

Banjarmasin, Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai 

Tengah, Hulu Sungai Utara dan dari berbagai propinsi di 

Kalimantan. Mereka juga berasal dari kultur dan tingkat sosial 

yang beragam. Keadaan ini memberi nuansa kemajemukan 

sehingga tercipta suatu interaksi yang dinamis dalam 

kehidupan kampus. 

Proses pembelajaran pada ProdiHukum 

Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah berlangsung lancar. Hal ini 



cv 
 

didukung oleh maksimalnya kualitas layanan akademik, seperti 

sarana pembelajaran (bahan ajar, referensi, alat), yang  

maksimal,  profesionalitas dosen, dan kualitas layanan 

administrasi  yang sudah semakin membaik. Apalagi di dukung 

oleh program Siakad yang sudah mulai berfungsi dengan baik.  

Meskipun demikian, usaha-usaha untuk lebih  mengoptimalkan 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan visi program studi 

ini terus dilaksanakan.  

Kegiatan akademik dosen-mahasiswa secara kualitas 

adalah berbentuk perkuliahan, tutorial, konsultasi materi 

perkuliahan, dan bimbingan penulisan skripsi serta konsultasi 

Kartu Rencana Studi tiap awal semester. Bagi mahasiswa yang 

tidak mengalami kemajuan akademik diberikan konseling atau 

bimbingan di luar jam kuliah oleh masing-masing penasehat 

akademik atau ketua Jurusan. 

Sarana pembelajaran yang dimiliki oleh Prodi Hukum 

Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah  adalah berupa beberapa buku 

teks yang tersedia di ruang Prodi dan ruang Perpustakaan 

Fakultas, meskipun  koleksinya masih sangat terbatas. Di 

samping itu pula, akses ke perpustakaan di luar program studi 

dan fakultas dapat ditempuh dengan prosedur dan layanan yang 

memadai sehingga mahasiswa maupun dosen tidak mengalami 

kesulitan yang berarti untuk mendapatkan informasi sesuai 

dengan minat yang dimiliki 
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Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan 

partisipasi mahasiswa dalam berorganisasi diadakan kegiatan 

ekstra kurikuler berupa SKK (Satuan Kredit Kegiatan) yang 

mempunyai berbagai kegiatan dengan melibatkan dosen dan 

mahasiswa.  

Untuk mengembangkan suasana akademik di Jurusan 

Ahwal Al-Syakhsiyyah  dilakukan melalui pendekatan di 

antaranya adalah pertama, peningkatan intensitas pertemuan 

dosen Ahwal Al-Syakhsiyyah  bersama-sama dosen  jurusan 

lain dalam Forum Temu Ilmiah Dosen Fakultas Syariah IAIN 

Antasari yang selama ini  dilaksanakan setiap awal bulan. 

Untuk mengisi bobot ilmiah, pertemuan ini  diisi dengan 

presentasi tentang ilmu kesyariahan, ekonomi dan perbankan 

Islam,  filsafat ilmu, metodologi penelitian dan metodologi 

pembelajaran. Kedua, pembentukan Himpunan Mahasiswa 

Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah Ketiga, 

melibatkan dosen-dosen Program Studi Hukum 

Keluarga/Ahwal Syakhsiyyahdalam menulis artikel ilmiah 

pada Jurnal SYARIAH yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah 

IAIN Antasari. Keempat, partisipasi aktif dosen dalam 

pertemuan-pertemuan ilmiah yang digagas dan dilaksanakan 

oleh mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah. Kelima, 

meningkatkan intensitas pertemuan antar mahasiswa, 
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staf/dosen, dan orang tua mahasiswa, minimal satu kali dalam 

satu tahun. 

2. Visi dan Misi Program Studi 

Visi dari Prodi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah 

adalah :” Unggul dalam Pengembangan Hukum Keluarga 

Islam di Indonesia”. Adapun misi yang dikembangkan adalah: 

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang 

hukum keluarga Islam yang berwawasan keindonesiaan 

1. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian hukum 

keluarga Islam secara multidisipliner yang bermanfaat bagi 

kepentingan akademik dan masyarakat 

2. Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui penerapan hukum keluarga Islam bagi 

terwujudnya masyarakat madani 

3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, 

terutama dalam bidang hukum keluarga Islam 

Berdasarkan visi misi tersebut maka ditetapkan tujuan 

dari Prodi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah ini adalah 

untuk:”Membentuk sarjana hukum Islam yang menguasai dan 

mampu mengembangkan pengetahuan hukum Islam, khususnya 

hukum keluarga, baik materiil maupun formil, serta mampu 

mengaplikasikan untuk kepentingan pribadimaupun 

masyarakat. 
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Bertolak dari tujuan di atas, out put yang diinginkan 

oleh Prodi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah adalah 

mencetak: 

1. Ilmuan yang mampu mengembangkan dan menciptakan 

pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum Islam dan 

lebih spesifik hukum keluarga, baik materiil maupun 

formil. 

2. Profesional yang mampu mengaplikasikan pengetahuan di 

bidangnya dalam berbagai profesi, seperti hakim, panitera, 

pengacara, penghulu, konsultan, ahli falak (hisab rukyat). 

3. Pengelolaan Prodi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah 

Pengelolaan Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal 

Syakhsiyyah saat ini dipimpin oleh Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH 

sebagai Ketua Program Studi dan Lutpi Sahal. SHI., MSI 

sebagai Sekretaris yang dibantu oleh Ahda Fitriani. MHI 

sebagai staf . 

Tugas pengelola Program Studi Hukum Keluarga 

adalah sebagai beikut: 

a. Ketua Program Studi 

1) Memimpin Program Studi. 

2) Menyusun Program kerja. 

3) Melaksanakan tugas khusus dari pimpinan. 

4) Membantu Pembantu Dekan I dalam menyusun 

kurikulum Program Studi. 
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5) Membantu Pembantu Dekan I dalam pendistribusian 

mata kuliah untuk tiap semester. 

6) Membantu Pembantu Dekan I dalam pendistribusian 

mata kuliah kepada para dosen. 

7) Mengevaluasi kurikulum Program Studi setiap empat 

tahun sekali. 

8) Membantu Pembantu Dekan I dalam mengevaluasi 

kinerja dosen. 

9) Melaporkan seluruh kegiatan Program Studi kepada 

Dekan Fakultas melalui Pembantu Dekan I. 

b. Sekretaris Program Studi 

1) Membantu Ketua Program Studi dalam penyusunan 

kurikulum. 

2) Membantu Ketua Program Studi dalam 

pendistribusian mata kuliah untuk setiap semester. 

3) Merekomendasikan dosen untuk pendistribusian mata 

kuliah. 

4) Menyusun daftar mata kuliah setiap semester untuk 

didistribusikan kepada para dosen dan mahasiswa 

setelah melalui rapat Program Studi yang dipimpin 

oleh Ketua Program Studi. 

5) Membantu Ketua Program Studi dalam mengevaluasi 

kurikulum Program Studi setiap empat tahun sekali. 
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6) Membantu Ketua Program Studi dalam mengevaluasi 

kinerja dosen berdasarkan masukan dari mahasiswa. 

7) Menghimpun dan menyampaikan keluhan dan saran 

para dosen kepada Ketua Program Studi. 

8) Menyusun jadwal Ujian Tengah Semester dan Ujian 

Akhir Semester untuk didistribusikan kepada para 

dosen dan mahasiswa setelah berkoordinasi dengan 

Ketua Progran Studi.. 

9) Menghimpun dan mengolah data kemajuan akademik 

mahasiswa pada setiap semester untuk diteruskan 

kepada tahap penyusunan transkrip nilai mahasiswa 

(rekapitulasi IP mahasiswa). 

10) Menyusun dan mengimformasikan cuti akademik 

mahasiswa kepada Ketua Program Studi. 

11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan 

Program Studi kepada Pembantu Dekan I malalui 

Ketua Program Studi. 

c. Pelayanan Administrasi Umum (staf) 

1) Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan 

pembelajaran bersama dengan sekretaris Program 

Studi. 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi 

bersama dengan kepala tata usaha dan sekretaris 

Program Studi. 
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3) Mengkoordinasikan pemakaian fasilitas pembelajaran 

dan sarana lainnya yang menunjang bagi 

pengembangan proses pembelajaran. 

Adapun Dosen tetap yang ada di jurusan  

adalah: 

1. Dr. H.M. Fahmi al Amruzi. SH. MH. 

2. Drs. H. Syarwani Syam. 

3. Drs. Noripansyah. MAg 

4. Dra. Hj. Nadiah Khalid. MH 

5. Dra. Hj. Wahidah. MHI 

6. Drs. Hamdan Mahmud. MAg 

7. Dra. Naimah Jakfar. MH 

8. Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH 

9. Diana Rahmi. Sag. MH. 

10. Farihatni Mulyati. Sag. MHI. 

11. Zainal Muttaqin.Sag.  MAg 

12. Mujiburrahmah MAg 

13. Budi Rahmat Hakim. MAg. 

 

 

4. Kurikulum  

Sejak tahun 2010 kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum 2010 dengan struktur sebagai berikut: 

1. Mata Kuliah Institut 
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N

o 

Kode Nama Mata Kuliah SKS Klmpk 

MK 

Ket 

1 INS 1001 Pancasila 2 MKPK  

2 INS 1002 IAD 2 MKPK  

3 INS 1003 Pengantar Studi Islam 2 MKKB  

4 INS 2001 Pendidikan 

Kewarganegaraan 
2 MKDK  

5 INS 2002 Filsafat Umum 2 MKDK  

6 INS 0001 Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) 

4 MKBB  

JUMLAH 14   

 

2. Mata Kuliah Fakultas 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Klmpk 

MK 

Ket 

1 KSY 1001 Ulumul Qur‟an 2 MKDK  

2 KSY 1002 Ulumul Hadits 2 MKDK  

3 KSY 1003 Akhlak Tasawuf 2 MKPK  

4 KSY 1004 Ushul Fikih A 3 MKDK  

5 KSY 2005 Ushul Fikih B 3 MKDK  

6 KSY 2006 Metode Tafsir 3 MKDK  

7 KSY 2007 Metode Studi Hadits 3 MKDK  

8 KSY 5008 Metode Penelitian 3 MKKB  

9 KSY 1009 Ilmu Kalam 2 MKPK  

10 KSY 3010 Tafsir Ahkam A 3 MKDK  
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11 KSY 4011 Tafsir Ahkam B 2 MKDK  

12 KSY 3012 Hadis Ahkam A 3 MKDK  

13 KSY 4013 Hadis Ahkam B 2 MKDK  

14 KSY 2014 PIH / PTHI 3 MKDK  

15 KSY 1015 Sejarah Peradaban 

Islam 

3 MKDK  

16 KSY 7016 Keterampilan Ibadah 2 MKDK  

17 KSY 7017 Filsafat Hukum Islam 2 MKDK  

18 KSY 6018 Sosiologi Hukum 2 MKKB  

19 KSY 2019 fikih 3 MKDK  

20 KSY 3020 Ilmu  Falak 2 MKBK  

21 KSY 6021 Praktikum B  

(Peradilan Agama) 

3 MKBB  

22 KSY 7022 Bahasa Indonesia 2 MKPK  

23 KSY 2023 Sejarah Hukum Islam 2 MKDK  

JUMLAH 54   

 

3. Mata Kuliah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Klmpk 

MK 

Ket 

1 AHS 4101 Fikih Munakahat A 3 MKDK  

2 AHS 5102 Fikih Munakahat B 2 MKDK  

3 AHS 4103 Fikih Mawaris A 2 MKKB  

4 AHS 5104 Fikih Mawaris B 3 MKKB  

5 AHS 4105 Hukum Kewarisan di 2 MKDK  
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Indonesia 

6 AHS 5106 Hukum Wakaf dan 

Zakat di Indonesia 

3 MKDK  

7 AHS 3107 Peradilan Agama di 

Indonesia 

2 MKDK  

8 AHS 3108 Hukum Perdata Islam 

di Indonesia A 

2 MKDK  

9 AHS 4109 Hukum Perdata Islam 

di Indonesia B 

2 MKDK  

10 AHS 3110 Hukum Perdata  2 MKDK  

11 AHS 6111 Metode Penemuan 

Hukum 

2 MKDK  

12 AHS 5112 Ilmu Falak (lanjutan) 2 MKDK  

13 AHS 4113 
Hkm. Acara  di 

peradilan Agama A 

2 MKDK MK. 

Syrt 

14 AHS 5114 
Hkm. Acara  di 

peradilan Agama B 

2 MKDK MK. 

Syrt 

15 AHS 6115 Alternatif 

penyelesaian sengketa 

3 MKDK  

16 AHS 3116 Peradilan di Indonesia  2 MKDK  

17 AHS 3117 Sejarah Peradilan 

Islam 

2 MKDK  

18 AHS 3118 
Kepaniteraan 

Peradilan Agama 

2 MKDK MK. 

Syrt 

19 AHS 4119 
Manajemen KUA 

2 MKPB MK. 

Syrt 

20 AHS 4120 Fiqh Muamalah A 3 MKDK  

21 AHS 5121 Fiqh Muamalah B 3 MKDK  
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22 AHS 3122 Bahasa Arab A 2 MKDK  

23 AHS 4123 Bahasa Arab B 2 MKDK  

24 AHS 6124 Studi Naskah Kitab 

Fikih Ahwal Al-

Syakhsiyyah 

3 MKDK  

25 AHS 6125 Hukum Keluarga di 

Beberapa Negara 

Muslim 

3 MKDK  

26 AHS 6126 Studi Kasus Hkm. 

Perdata Islam di Ind. 

2 MKPB  

27 AHS 6127 

Etika Profesi Hukum 

2 MKDK MK. 

Plhn 

28 AHS 7128 
Studi Yurisprudensi 

Peradilan Agama 

3 MKDK MK. 

Plhn 

29 AHS 7129 Advokasi (Litigasi 

Perdata) 

3 MKDK  

30 AHS 5130 Praktikum A (KUA)  3 MKPB  

31 AHS 7131 Metode Penelitian 

Hukum Keluarga 

2 MKKB  

32 AHS 8132 Skripsi 6 MKKB  

33 AHS 7133 
Hukum Pidana 

2 MKDK MK. 

Plhn 

JUMLAH 81   

 

Total   : 152 SKS  

MK. Pilhan: Dipilih salah satu 

SKS yang wajib diambil adalah 147 SKS 
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Kemudian pada tahun 2013 dilakukan revisi kurikulum 

sehingga terbentuk Kurikulum 2013 yang diterapkan untuk 

mahasiswa mulai angkatan 2013  dengan struktur sebagai 

berikut: 

KURIKULUM  PRODI HUKUM KELUARGA/AS 

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 

TAHUN 2013 

A.     Mata Kuliah Institut    

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kel. MK Ket 

1 INS 1001 Pancasila 2 MKPK-KU  

2 INS 1002 IAD 2 MKPK-KU  

3 INS 1003 Pengantar Studi Islam 2 MKPK-KU  

4 INS 2001 Pendidikan 

Kewarganegaraan 

2 MKPK-KU  

5 INS 2002 Filsafat Umum 2 MKDK-KU  

6 INS 7001 Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) 

4 MKBB-KU  

JUMLAH  14   

 

B.     Mata Kuliah Fakultas    

No  Nama Mata Kuliah SKS Kel. MK Ket 

1 KSY 1001 Ulumul Qur‟an 3 MKKK-KU  

2 KSY 1002 Ulumul Hadits 3 MKKK-KU  

3 KSY 1003 Ushul Fikih 3 MKKK-KU  
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4 KSY 2004 Fikih 2 MKKK-KU  

5 KSY 3005 Fikih Muamalah  2 MKKK-KP  

6 KSY 2006 Ilmu Tauhid 2 MKKK-KU  

7 KSY 2007 Sejarah Hukum Islam 2 MKKK-KP  

8 KSY 2008 Sejarah Peradaban 

Islam 

3 MKKK-KU  

9 KSY 1009 Akhlak Tasauf 2 MKPK-KU  

10 KSY 6010 Keterampilan Ibadah  3 MKBB-KU  

11 KSY 2011 Ilmu Falak I 2 MKKK-KU  

12 KSY 1012 PIH/PTHI 3 MKKK-KU  

13 KSY 4013 Metodologi Penelitian 

Kualitatif 

2 MKKK-KP  

14 KSY 4014 Hukum Acara Perdata 

di PA  

2 MKKK-KU  

15 KSY 2015 Bahasa Indonesia 2 MKPK-KP  

16 KSY 4016 Filsafat Ilmu 2 MKKK-KP  

17 KSY 3017 Interpersonal Skill 2 MKKK-KU  

  JUMLAH 40   

 

C.     Mata Kuliah Jurusan 

         Hukum Keluarga 

   

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kel.  MK Ket 

1 HKL 4101 Fikih Munakahat A 2 MKKB-KU  

2 HKL 5102 Fikih Munakahat B 2 MKPK-KP  
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3 HKL 4103 Fikih Mawaris A 3 MKKB-KU  

4 HKL 5104 Fikih Mawaris B 2 MKKB-KU  

5 HKL 3105 Ushul Fiqih Akhwal 

Syahsiyyah  

3 MKKK-KP  

6 HKL 5106 Etika Profesi HK 2 MKKB-KP  

7 HKL 3107 Hukum & managemen 

Wakaf dan ZIS 

3 MKKK-KP  

8 HKL 4108 Qawaidul Fiqhiyah 2 MKKB-KU  

9 HKL 3109 Tafsir Ahkam Akhwal 

Syahsiyyah A 

3 MKKB-KU  

10 HKL 4110 Tafsir Ahkam Akhwal 

Syahsiyyah B 

2 MKKB-KU  

11 HKL 4111 Hadis Ahkam Akhwal 

Syahsiyyah A 

3 MKKK-KU  

12 HKL 5112 Hadis Ahkam Akhwal 

Syahsiyyah B 

2 MKKB-KU  

13 HKL 4113 Filsafat Hukum Islam 2 MKKK-KU  

14 HKL 5114 Hukum waris, wasiat 

dan hibah di Indonesia 

2 MKKB-KU  

15 HKL 2115 Hk Perkawinan  di 

Indonesia 

3 MKKB-KU  

16 HKL 3116 Hukum Perdata  2 MKKK-KU  

17 HKL 5117 Metode Penemuan 

Hukum 

2 MKKK-KU  

18 HKL 3118 Ilmu Falak (lanjutan) 3 MKKK-KP  

19 HKL 5119 Hkm. Acara Perdata  

di PA (lanjutan) 

2 MKKK-KP MK. 

Syarat 

20 HKL 5120 Alternatif 

penyelesaian sengketa 

2 MKKK-KP  
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21 HKL 2121 Kekuasaan 

Kehakiman di 

Indonesia 

2 MKKK-KU  

22 HKL 2122 Sejarah Peradilan 

Islam 

2 MKKK-KP  

23 HKL 4123 Managemen  

Peradilan Agama  

2 MKKB-KU MK. 

Syarat 

24 HKL 4124 Manajemen   KUA 2 MKKB-KP MK. 

Syarat 

25 HKL 3125 Peradilan Agama di 

Indonesia 

2 MKKK-KP  

26 HKL 3126 Hukum 

Bisnis/Ekonomi 

Syariah 

2 MKKK-KU  

27 HKL 5127 Metode Penelitian 

Hukum Keluarga 

3 MKKK-KP  

28 HKL 3128 Kenotariatan di 

Indonesia 

2 MKKK-KP  

29 HKL 6129 Studi Naskah Kitab 

Fikih AS 

3 MKKB-KU  

30 HKL 6130 Hukum Keluarga di 

Beberapa Negara 

Muslim 

3 MKKB-KU  

31 HKL 6131 Studi Fatwa dan 

Yurisprudensi PA 

2 MKKB-KP  

32 HKL 6132 Advokasi* 2 MKKB-KU MK 

Pilihn 

34 HKL 5133 Sosiologi Hukum  2 MKKK-KU  

35 HKL 6134 Hukum Pidana* 2 MKKB-KU MK 
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Pilihn 

36 HKL 6135 Studi Kasus Hukum 

Perdata di Ind 

3 MKKB-KU  

37 HKL 6136 Hukum Pertanahan* 2 MKKK-KP MK 

Pilihn 

38 HKL 7137 Skripsi 6 MKKB-KU  

39 HKL 5138 Praktikum A (KUA)  3 MKBB-KP  

40 HKL 6139 Praktikum B 3 MKBB-KU  

  JUMLAH 95   

Ttl  149 SKS    

 

MK. Pilihan: Dipilih salah satu    

SKS yang wajib diambil adalah 145 SKS    

 

 

5. Sarana Penunjang dan ekstra kurikuler 

Sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar Prodi 

Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah telah memiliki dua 

laboratorium, yakni Laboratorium Peradilan Agama dan 

Laboratorium Falak. Sarana dan alat juga sebagian tersedia 

seperti satu buah ruang labolatorium, 1 unit meja persidangan. 

juga alat untuk keperluan hisab rukyat, seperti: theodolit, 

gawang lokasi, kompas, kalkulator dll. Laboratorium ini sangat 

menunjang bagi pelaksanaan praktikum (Praktikum 
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Administrasi Perkawinan dan Praktikum Peradilan Agama) dan 

praktik lapangan (pengukuran arah kiblat dan rukyat hilal) dll. 

Dari aspek ekstra kurikuler, program tambahan ini juga 

punya peran yang tidak kalah pentingnya di dalam upaya 

pencapaian lulusan yang dikehendaki. Program dimaksud 

antara lain: 

a. Orientasi kepengacaraan 

b. Penyuluhan hukum 

c. Praktik hisab rukyat 

d. Magang di pesantren (pendalaman penguasaan kiyab 

kuning) 

e. Magang di lembaga-lembaga peradilan serta di lembaga 

bantuan hukum atau LKBHI dan lain-lain. 

 

B.  Temuan dan Analisis Data 

Dalam menghadapi dunia kerja pada saat ini sangat 

dibutuhkan profesionalisme atau dengan kata lain  

keterampilan seseorang selain dituntut harus mempunyai 

pengalaman kerja. Begitu juga di lingkungan pengadilan, 

seseorang yang ingin melamar kerja di pengadilan diharuskan 

mengusai materi-materi tertentu untuk menunjang aktifitasnya 

di dunia kerja kelak. Manusia profesional dianggap manusia 

yang berkualitas yang memiliki keahlian serta kemampuan 

mengekspresikan keahliannya itu bagi kepuasan orang lain atau 
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masyarakat dengan memperoleh pujian. Ekspresi keahlian 

tersebut tampak dalam perilaku analis dan keputusan-

keputusannya.  

Demikian hasil kerja profesional selalu memuaskan 

orang lain dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. 

Profesionalisme selalu dikaitkan dengan efisiensi dan 

keberhasilannya, dan menjadi sumber bagi peningkatan 

produksi, pertumbuhan, kemakmuran dan kesejahteraan baik 

dari individu pemilik profesi maupun masyarakat 

lingkungannya. Misalnya keputusan hakim yang profesional 

adalah keputusan yang mampu menyelesaikan suatu sengketa 

yang memuaskan kedua belah pihak, sebab terkadang suatu 

putusan hakim malah menjadi kabur dan menambah 

kebingungan para pihak. Ia dapat menyelesaikan suatu berkas 

perkara yang diperiksanya dalam waktu yang relatif tidak 

terlalu lama. Keputusan hakim harus mampu mendatangkan 

kemaslahatan bagi kedua pihak. 

Ada beberapa faktor yang perlu di ungkap dan diulas 

lebih mendalam berkenaan dengan kesiapan mahasiswa. 

Adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Faktor-faktor Kesiapan 

1 Anda menguasai bahasa Arab  
a. Ya 

b. Ragu-ragu 
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c. Tidak 

2 Anda bisa membaca kitab kuning  

a. Ya 

b. Ragu-ragu 

c. Tidak 

3 
Anda bisa menerjemahkan pembahasan 

dalam kitab kuning  

a. Ya 

b. Ragu-ragu 

c. Tidak 

4 
Anda bisa memahami pembahasan dalam 

kitab kuning  

a. Ya 

b. Ragu-ragu 

c. Tidak 

5 

Anda menguasai materi-materi yang 

terkandung dalam pembahasan fikih 

mawaris  

a. Ya 

b. Ragu-ragu 

c. Tidak 

6 
Anda bisa menyelesaikan kasus-kasus 

waris   

a. Ya 

b. Ragu-ragu 

c. Tidak 

7 

Anda menguasai materi-materi yang 

terkandung dalam hukum perdata Islam di 

Indonesia  

a. Ya 

b. Ragu-ragu 

c. Tidak 

8 
Anda menguasai  isi kandungan Kompilasi 

Hukum Islam  

a. Ya 

b. Ragu-ragu 

c. Tidak 

 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, selanjutnya 

dilakukan analisis per atribut. Gambaran mengenai kesiapan 

mahasiswa diwujudkan dalam bentuk jawaban: Ya, Ragu-Ragu 

dan Tidak. 
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Hasil analisis dari jawaban responden terhadap 

kesiapan mahasiswa prodi Hukum Keluarga (Akhwal 

Syakhsiyyah) dengan indikatornya antara lain: penguasaan 

bahasa arab, dapat membaca kitab kuning, bisa menerjemahkan 

pembahasan dalam kitab kuning, dapat memahami pembahasan 

dalam kitab kuning, penguasaan materi-materi yang 

terkandung dalam pembahasan fikih mawaris, dapat 

menyelesaikan kasus-kasus waris, penguasaan materi-materi 

yang terkandung dalam hukum perdata Islam di Indonesia, 

penguasaan isi kandungan kompilasi hukum Islam. 

a) Penguasaan bahasa arab 

Penguasaan mahasiswa dalam bahasa arab sudah pada 

tahap maksimal, hal tersebut tentunya didukung dengan 

adanya mata kuliah bahasa arab yang mereka tempuh pada 

semester pertama dan kedua. Bahkan untuk menitik 

beratkan bahwa bahasa arab itu sangat urgen pihak institut 

membuat sebuah lembaga bahasa yang dinamakan Pusat 

Pengembangan Bahasa (PPB). Berikut ini tabel hasil 

penelitian mengenai penguasaan bahasa arab oeh 

mahasiswa. 

Tabel 2.2. 

Penguasaan bahasa arab 

  Frequency Percent Valid 

Percent 



cxxv 
 

Valid    Ya 

             Ragu-Ragu 

             Tidak 

Total 

48 

2 

0 

50 

96.0 

4.0 

0.0 

100.0 

96.0 

4.0 

0.0 

100.0 

 

Setelah disebarkan angket kepada beberapa 

mahasiswa/responden yang sudah menempuh semester 

akhir, memunculkan hasil jawaban Ya (menguasai). 

Menurut pandangan responden terhadap penguasaan 

bahasa arab menunjukan 48 mahasiswa/responden atau 

sekitar 96 persen yang menyatakan menguasai bahasa 

arab, angka ini sangat fantastik banyaknya dibandingkan 

dengan jawaban-jawaban yang lain.  2 

mahasiswa/responden atau 4 persen yang menyatakan 

ragu-ragu atau setengah menguasai bahasa arab, 

sedangkan mereka yang tidak bisa berbahasa arab atau 

tidak menguasai bahasa arab tidak terdapat pada 

mahasiswa/responden ini. 

b) Dapat membaca kitab kuning  

Kitab kuning merupakan kitab klasik yang dapat 

dikaji oleh orang-orang yang memang mereka menguasai 

ilmu nahwu dan ilmu sharf selain juga menguasai bahasa 

arab. Pada Prodi Hukum Keluarga (Akhwal 

Syakhsiyyah) penguasaan kitab kuning memang tidak 
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terlalu ditekankan, karena pada tataran perguruan tinggi 

sudah tidak lagi mempelajari secara maknawi (tekstual) 

akan tetapi lebih cendrung kepada pengembangan 

keilmuan.   

Tabel 2.3. 

Dapat membaca kitab kuning 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Valid    Ya 

             Ragu-Ragu 

             Tidak 

Total 

30 

12 

8 

50 

60.0 

24.0 

16.0 

100.0 

0.0 

24.0 

76.0 

100.0 

Pertanyaan kedua dalam penelitian ini adalah 

kemampuan seorang mahasiswa dalam membaca kitab 

kuning. Pada pertanyaan ini memunculkan hasil jawaban 

yang diperoleh Ya atau bisa membaca kitab kuning 

menunjukan angka frequency 30, artinya dari sekian 

mahasiswa/responden yang dijadikan sampel ada yang 

bisa membaca kitab kuning sekitar 30% . Sedangkan 

mereka yang Ragu-Ragu atau bisa setengah-setengah 

menunjukan sebanyak 12 mahasiswa/responden atau 

sekitar 24 persen, dan mereka yang tidak bisa membaca 

kitab kuning jumlahnya sekitar 8  mahasiswa/responden 

atau sekitar 16 persen dari jumlah populasi. 
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Padahal sumber hukum formil dan meteriel 

Peradilan Agama yang merupakan peradilan Islam di 

Indonesia selain peraturan perundang undangan juga 

masih mengacu kepada doktrin ilmu pengetahuan yang 

sebagian besar mengambil dari kitab kitab berbahasa 

Arab, atau dikenal dengan istilah kitab kuning.  

Berdasarkan Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 

tangal 18 februari 1968 yang merupakan pelaksana PP 

No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukkan Peradilan 

Agama di luar Jawa dan Madura. Dalam surat Biro 

Peradilan tersebut diatas dinyatakan bahwa, untuk 

mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa 

dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan 

Agama/Mahkamah Syar‟iyah dianjurkan agar 

menggunakan sebagai rujukkan 13 kitab fiqh, antara lain: 

1. Al-Bajuri; 

2. Fatkhul Mu‟in; 

3. Syarqawi „Alat Tahrir; 

4. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali; 

5. Fatkhul wahbah; 

6. Tuhfah; 

7. Targhib al-Mustaq; 

8. Qawanin Syari‟ah li Sayyid bin Yahya; 

9. Qawanin Syari‟ah li Sayyid Shadaqah; 
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10. Syamsuri li Fara‟id; 

11. Bughyat al-Musytarsyidin; 

12. al-Fiqh ala Madzahib al-arba‟ah; 

13. Mughni al-Muhjaj.  

Sebagai kitab ilmiah, maka hukum yang 

terkandung didalamnya bukan merupakan hukum tertulis 

sebagaimana perundang-undangan yang dibuat oleh 

eksekutif dan legislatif. Bagi yang berpendapat bahwa 

hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum-hukum 

menjadi pedoman Peradilan Agama masih dianggap 

sebagai hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat 

adalah hukum positif69. Hal ini di legalisasi dengan 

ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 

bahwa seorang hakim mengadili, memahami, dan 

mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

c) Bisa menerjemahkan pembahasan dalam kitab kuning 

Menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa 

Indonesia merupakan suatu kewajiban bagi seorang 

mahasiswa untuk mampu, tak terkecuali dalam 

pembahasan-pembahasan kitab kuning atau istilah yang 

populer kitab gundul. Karena dalam pembelajaran bahasa 

arab itu sendiri sudah diajarkan tentang cara bagaimana 

                                                             
69 Ibid. h. 149. 
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menerjemahkan suatu kata atau kalimat kepada bahasa 

Indonesia yang baik, sehingg terbukti pada pertanyaan 

berikut ini sangat banyak memilih jawaban Ya yang 

artinya mereka mayoritas dapat menerjemahkan kalimat-

kalimat yang ada dalam kitab kuning. Hal ini dapat kita 

lihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

Tabel 2.4. 

Bisa menerjemahkan pembahasan dalam kitab 

kuning 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Valid    Ya 

             Ragu-Ragu 

             Tidak 

Total 

42 

7 

1 

50 

84.0 

14.0 

2.0 

100.0 

84.0 

14.0 

2.0 

100.0 

 

Pertanyaan yang berikutnya ini berkenaan dengan 

kemampuan menerjemahkan suatu pembahasan dalam 

kitab kuning, hal ini bisa dilihat dari tabel yang 

dipaparkan di atas menunjukan bahwa yang menjawab 

Ya sebesar 42 mahasiswa/responden atau sekitar 84 

persen, sedangkan yang menjawab Ragu-Ragu terdapat 7 
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mahasiswa/responden atau setara dengan 14 persen. 

Sedangkan yang tidak bisa menerjemahkan teks dalam 

kitab kuning hanya terdapat 1 orang responden.   

d) Dapat memahami pembahasan dalam kitab kuning 

Memahani suatu teks dalam kitab kuning 

membutuhkan wawasan ilmu pengetahuan yang luas, 

bukan saja dapat memahami kalimat secara tekstual akan 

tetapi dituntut juga untuk dapat memahani seacara 

kontekstual. Hal ini bertujuan agar tidak salah dalam 

memahami suatu kalimat yang ada dalam kitab kuning. 

Berikut ini tabel tentang kemampuan seorang mahasiswa 

dalam memahami pembahasan yang ada dalam kitab 

kuning 

Tabel 2.5. 

Dapat memahami pembahasan dalam kitab kuning 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Valid    Ya 

             Ragu-Ragu 

             Tidak 

Total 

16 

32 

2 

50 

32.0 

64.0 

4.0 

100.0 

32.0 

64.0 

4.0 

100.0 

 

Pada pertanyaan berikut ini jawaban Ragu-Ragu 

atau setengah memahami pembahasan dalam kitab 

kuning adalah jawaban yang paling dominan, hal ini 
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ditunjukan dengan adanya Pilihn mahasiswa/responden 

sebanyak 32 orang atau sekitar 64 persen. Sangat berbeda 

jumlahnya dengan jawaban Tidak, hal tersebut 

menunjukan di angka 2 orang mahasiswa/responden (4.0 

persen). Sedangkan bagi mereka yang memilih jawaban 

Ya atau dapat memahami pembahasan dalam kitab 

kuning terdapat 16 orang mahasiswa/responden (32.0 

persen). 

e) Penguasaan materi-materi yang terkandung dalam 

pembahasan fikih mawaris 

Fikih mawaris merupakan suatu mata kuliah 

keProdi yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Prodi 

Hukum Keluarga, karena ilmu tersebut merupakan ujung 

tombak bagi lulusan Prodi Hukum Keluarga yang akan 

kembali ke kampung halamannya guna mengembangkan 

keilmuannya di tengah-tengah masyarakat.  

Tabel 2.6. 

Penguasaan materi-materi yang terkandung dalam 

pembahasan fikih mawaris 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Valid    Ya 

             Ragu-Ragu 

             Tidak 

27 

23 

0 

54.0 

46.0 

0.0 

54.0 

46.0 

0.0 
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Total 50 100.0 100.0 

 

Dari pertanyaan tersebut di atas terjawab bahwa 

mereka yang menguasai materi fikih manawaris 

sebanyak 27 mahasiswa/responden, hal ini lebih besar 

dibandingkan dengan mereka yang menjawab Ragu-Ragu 

atau setengah menguasai fikih mawaris ditunjukan 

dengan angka 23 orang atau 46 persen. Sedangkan yang 

terakhir dengan jawaban tidak menguasai materi fikih 

mawaris ini tidak ada satu orang pun, kesimpulannya dari 

pertanyaan ini adalah lebih banyak mereka yang 

menguasai di bandingkan dengan mereka yang menjawab 

Ragu-Ragu, bahkan tidak ada seorang pun yang tidak 

menguasai apalaigi yang tidak tahu tentang materi fikih 

mawaris.  

f) Dapat menyelesaikan kasus-kasus waris 

Harapan terakhir urgensi dari mempelajari mata 

kuliah fikih mawaris adalah dapat menerapkan ilmu 

tersebut dan menyelesaikan sengketa yang ada di 

masyarakat. 

Tabel 2.7. 

Dapat menyelesaikan kasus-kasus waris 

  Frequency Percent Valid 

Percent 
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Valid    Ya 

             Ragu-Ragu 

             Tidak 

Total 

14 

32 

4 

50 

28.0 

64.0 

8.0 

100.0 

28.0 

64.0 

8.0 

100.0 

 

Dari total mahasiswa/responden yan g diserahkan 

angket kepadanya hanya 4 orang yang tidak bisa 

menyelesaikan kasus-kasus waris, dan 14 orang 

dikatagorikan bisa menyelesaikan kasus-kasus waris. 

Sedangkan mereka yang masih Ragu-Ragu sebanyak 32 

orang.   

g) Penguasaan materi-materi yang terkandung dalam hukum 

perdata Islam di Indonesia 

Hukum perdata Islam merupakan acuan bagi setiap 

orang muslim dalam menata kehidupannya di tengah-

tengah masyarakat. Tak terkecuali bagi mahasiswa sudah 

sepatutnya tahu bahkan sangat disarankan untuk 

menguasai materi-materi yang berkenaan dengan Hukum 

Perdata Islam.  

Tabel 2.8. 

Penguasaan materi-materi yang terkandung dalam 

hukum perdata Islam di Indonesia 

  Frequency Percent Valid 

Percent 
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Valid    Ya 

             Ragu-Ragu 

             Tidak 

Total 

46 

2 

2 

50 

92.0 

4.0 

4.0 

100.0 

92.0 

4.0 

4.0 

100.0 

 

Mereka yang menjawab menguasai materi-materi 

yang terkandung dalam hukum perdata Islam di 

Indonesia jumlahnya sangat besar di bandingkan dengan 

jawaban-jawaban yang lain, ada sebesar 46 orang 

mahasiswa/responden yang menjawa Ya atau setara 

dengan 92 persen dari populasi, sedangkan mereka yang 

menjawab Ragu-Ragu dan Tidak meguasai materi-materi 

yang terkandung dalam hukum perdata Islam di 

Indonesia masing-masing terdapat 2 orang 

mahasiswa/respoinden. 

h) Penguasaan isi kandungan Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam merupakan buku 

pedoman bagi seorang praktisi (hakim) atau bagi seorang 

akademisi (dosen). Kompilasi Hukum ini juga merupakan 

sumber hukum baik formil maupun materiel yang cukup 

signifikan digunakan di lingklungan Peradilan Agama. 

Pada tataran mahasiswa minimal mereka sudah dapat 

memahami isi kandungan Kompilasi Hukum Islam 

tersebut, syukur-syukur jikalau mereka dapat 
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menguasainya. Anjuran untuk menguasai isi kandungan 

Kompilasi Hukum Islam tersebut diutamakan kepada 

mereka yang berkecimpung di dunia praktisi maupun di 

dunia akademisi. Karena bagaimana pun Hukum Materiil 

Peradilan Agama merupakan semua kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur dalam Islam yang kemudian 

disebut dengan fiqh70. Banyak terjadi perbedaan tentang 

keberadaan sumber hukum materiil Peradilan Agama 

yang tidak tertulis ini, untuk menjembatani ini semua 

maka dirumuskanlah Kompilasi Hukum Islam yang 

merupakan intisari dari 13 kitab fiqh Islam yang 

digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama.  

Hal ini dapat dilihat dilihat dari tabel berikut ini.  

Tabel 2.9. 

Penguasaan isi kandungan Kompilasi Hukum Islam 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Valid    Ya 

             Ragu-Ragu 

             Tidak 

Total 

48 

2 

0 

50 

96.0 

4.0 

0.0 

100.0 

96.0 

4.0 

0.0 

100.0 

                                                             
70

 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006), h. 

147. 
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Sebanyak 4 orang responden mereka yang betul-

betul menguasai isi kandungan Kompilasi Hukum Islam, 

dan 6 orang responden yang menyatakan tidak menguasai 

isi Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sisanya sebanyak 

40 orang responden mereka menyatakan Ragu-Ragu atau 

setengah menguasai materi yang terkandung dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Padahal penguasaan terhadap 

kompilasi Hukum Islam ini merupakan salah satu modal 

penting dalam rangka menyahuti profesionalisme praktisi 

peradilan. Karena Kompilasi Hukum Islam untuk 

sementara ini dijadikan pijakan para praktisi hukum 

terutama hakim dalam menyelesaikan sengketa sengketa 

hukum keluarga di Peradilan Agama. 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari 8 (delapan) pertanyaan di atas yang telah 

disodorkan ke beberapa responden, 6 (enam) pertanyaan 

diantaranya sudah mencapai angka yang memuaskan, hal ini 
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dapat diartikan bahwa untuk kesiapan seorang mahasiswa 

dalam menghadapi dunia kerja yang prfesionalisme sebagai 

seorang praktisi pengadilan di lingkungan Peradilan Agama 

sudah sangat ideal. Enam pertanyaan tersebut tentang 

penguasaan bahasa arab, bisa menerjemahkan pembahasan 

dalam kitab kuning, dapat memahami pembahasan dalam kitab 

kuning, penguasaan materi-materi yang terkandung dalam 

pembahasan fikih mawaris, dapat menyelesaikan kasus-kasus 

waris, dan yang terakhir  penguasaan materi-materi yang 

terkandung dalam hukum perdata Islam di Indonesia. 

Namun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi 

yaitu pada pertanyaan kedua tentang (dapat membaca kitab 

kuning), memang di fakultas sendiri seorang mahasiwa tidak 

terlalu diarahkan untuk bisa membaca kitab kuning. Namun 

kami selaku pihak Prodi menyadari betul hal tersebut, maka 

daripada itu kami sudah berupaya untuk memberikan 

kesempatan selama 4 bulan untuk mengaji di pondok pesantren 

tentang bagaimana cara agar bisa membaca kitab kuning. 

Berikutnya pada pertanyaan ke delapan tentang (penguasaan isi 

kandungan Kompilasi Hukum Islam). 

 

B. Saran-saran 

Dari pemaparan di atas tadi ada hal yang terpenting 

untuk kita benahi bersama yaitu: 

126 
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1. Kemampuan seorang mahasiswa untuk bisa membaca 

kitab kuning. Akan sangat ironis sekali jika lulusan Intitut 

Agama Islam Negeri terutama Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam pada Prodi Hukum Keluarga (AS) tidak 

dapat membaca kitab kuning, karena dari sanalah sumber-

sumber hukum Islam banyak didapat. Sementara ini solusi 

yang ditawarkan oleh pihak fakultas adalah memberikan 

materi-materi yang dapat meningkatkan kemampuan 

membaca kitab kuning secara intensif di pondok-pondok 

pesantren hendaknya dapat ditingkatkan,  terutama pondok 

pesantren Darul Ilmi  (landasan ulin) dan pondok 

pesantren Ibnul Amin (pemangkih). 

2. Berikutnya adalah berkenaan dengan penguasaan materi 

Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat diupayakan dalam 

pembelajaran mata kuliah tertentu untuk lebih ditekankan 

lagi dalam penguasaannya, karena bagaimanapun 

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan materi yang sangat 

signifikan untuk menyahuti kebutuhan professional di 

bidang hukum Islam. 
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